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ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya Mengenai Penolakan Gugatan Nafkah Madiyah (Studi
Putusan No.13/Pdt.G/2009/Pta.Sby)” adalah hasil penelitian lapangan (fie/d
researcly). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana
pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menolak gugatan nafkah
madiyah pada putusan No.13/Pdt.G/2009/PTA.Sby? dan bagaimana analisis hukum
Islam  terhadap penolakan gugatan nafkah madiyah pada putusan
No.13/Pdt.G/2009/PTA.Sby?

Guna menjawab permasalahan di atas, metode yang digunakan adalah
deskriptif analitik dengan menggunakan pola pikir induktif, Metode deskriptif
analitik digunakan untuk menggambarkan obyek yang diteliti, yaitu putusan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara sistimatis. Sehingga diketahui dasar
pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Pola pikir induktif, yaitu
diawali dengan menggambarkan sebuah obyek tentang realitas yang terdapat dalam
perkara, kemudian dilakukan penilaian berdasarkan teori dan dasar hukum terkait
untuk mendapatkan sebuah pernyataan umum dari sebuah perkara.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pertimbangan Hakim dalam
menyelesaikan perkara gugatan nafkah madiyah ini adalah akan memberatkan suami
dan kedua belah pihak sudah hidup terpisah selama satu tahun lebih dan tidak terjadi
komunikasi antara keduanya. Dalilnya adalah “Gugatan nafkah lampau yang
waktunya sudah lebih dari satu tahun tidak dapat diterima”yang diambil dari kitab
Fighus Sunnah karangan Sayyid Sabbiq yang mengutip draf Undang-Undang Mesir
yang mana kini telah disahkan menjadi Personal Law Nomor 100 Tahun 1985.
Alasan Hakim Tinggi mengambil dasar hukum ini karena dalam Perundang-
undangan di Indonesia tidak ada ketentuan yang mengatur secara pasti tentang
nafkah madjyah dan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ‘w/ama’,

Putusan tidak diterimanya gugatan nafkah madiyah ini kurang tepat.
Seharusnya gugatan ini diterima karena syarat pengajuan gugatannya secara formil
dan materil sudah sesuai baik menurut perundang-undangan ataupun hukum Islam,
dan seharusnya gugatan ini dinyatakan ditolak karena telah melalui pemeriksaan.
Menurut analisis hukum Islam, ditolaknya gugatan nafkah madiyah ini bila
dikaitkan dengan pendapat flgaha’ berarti mengikuti pendapat Hanafi yang
menyatakan bahwa nafkah madiyah tidak menjadi hutang tanpa adanya keputusan
Hakim. Dalam hal ini Hakim membebaskan nafkah madiyah schingga difahami
bahwa nafkah yang tidak dibayarkan dianggap tidak menjadi hutang.

Dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim hendaknya mengambil dasar
hukum dari undang-undang yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam yang
bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, maupun gaw/ figaha’, agar putusan yang
dihasilkan merupakan suatu putusan yang adil dan benar.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam
pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan
Tahun 1974 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
Dengan makna lain, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup
dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Demikian juga, ajaran Islam
menyebutkan bahwa dalam perkawinan mempunyai beberapa hikmah,
diantaranya: dapat menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan
dari segala yang dilarang Allah, mendapat kasih sayang suami-istri yang
dihalalkan Allah, dan untuk mengembangkan keturunan juga menjaga
kelangsungan hidup.'

Tetapi pada kenyataannya dalam perjalanan hidup berumah tangga banyak
terjadi konflik antara suami istri yang menyebabkan perceraian. Apabila
pergaulan kedua suami istri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka hal
itu dapat mengakibatkan berpisahnya dua keluarga. Karena tidak adanya

kesepakatan antara suami istri, maka dengan keadilan Allah SWT dibukakan

! Al-Hamdany, Risalzh Nikah, b. 6



suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian. Dengan jalan
ini, diharapkan terjadinya ketertiban dan ketentraman antara kedua belah pihak,
dan supaya masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat
mencapai apa yang dicita-citakan.

Islam memang mengakui adanya perceraian, tetapi perbuatan itu adalah
suatu perbuatan yang dibenci, lebih-lebih kalau tidak didasari dengan alasan kuat
yang dibenarkan oleh agama. Maka apabila terjadi perselisihan dalam rumah
tangga hendakanya keduanya berusaha terlebih dahulu untuk berdamai demi
keutuhan rumah tangga.

Dalam Islam, perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal
(diperbolehkan) tetapi dibenci. Ini menunjukan bahwa perceraian merupakan
jalan terakhir untuk mengakhiri suatu perselisihan dalam rumah tangga. Hal ini
sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Abil Dawud

yaitu :
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Artinya ; “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak” ( HR Abu
Dawud )

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam segala

bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah:?

? Sajastany, al-, Abi Dawud Sulayman ibn al-As‘asy, Sunran Abi Dawud Juz I, h. 934



. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak

boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri. Perkawinan
adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri. Putusnya perkawinan
mengembalikan status halal yang didapatnya dalam perkawinan, schingga dia
kembali kepada status semula, yaitu haram.

Keharusan memberi mut‘ah, yaitu pemberian suami kepada istri yang
diceraikannya sebagai suatu kompensasi dengan syarat ba ‘da dukhul.
Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa
perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafkah, yang menurut sebagian
‘ulama’ wajib dilakukannya bila pada waktunya dia tidak dapat
membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus
dilunasinya setelah bercerai.

Bagi istri diberlakukannya ketentuan %ddah.

Pemeliharaan terhadap anak atau hadanah.

Hal ini sebagaimana diatur dalam KHI pasal 149.* Kewajiban tersebut

suami setelah terjadinya perceraian adalah :

1

2

Memberikan mut ‘ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau
benda kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul,

Memberikan nafkal, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam
iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyiz dan dalam
keadaan tidak hamil.

¥ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 301
* Tim Redaksi Fokus Media, Kompilasi Hukum Islam, h. 48



3. Melunasi mahar yang masih terhutang selurubnya dan separoh apabila qabla
al-dukhul,

4. Memberikan biaya hadanah bagi anak-anaknya yang belum mencapai umur
2/ tahun.

Hal-hal yang melekat pada suami dan menjadi kewajibannya, yang mana

merupakan hak istri setelah perceraian diantaranya adalah:

1. Pemberian mut ‘ah yang layak.

2. Pelunasan nafkah terhutang oleh suami.

3. Pemberian nafkah ‘ddah, maskan dan kiswah.

4. Pelunasan mahar terhutang.

Menanggung biaya pemeliharaan anak.

bl

Dalam kehidupan masyarakat, perceraian sudah menjadi hal yang biasa.
Tidak semua alasan dibenarkan dalam perceraian. Fenomena yang tak asing lagi
adalah terjadinya perceraian karena faktor ekonomi. Tak dapat dipungkiri
ekonomi merﬁpakan hal yang fundamental délam menopang kehidupan keluarga.
Ketika kondisi ekonomi keluarga melemah dan tak dapat mencukupi kebutuhan
keluarga tak jarang antara pasangan suami istri terjadi perselisihan terus menerus
dan akhirnya pernikahan mereka berakhir dengan perceraian.

Berbicara masalah ekonomi tak lain berbicara tentang nafkah.
Permasalahan nafkah terjadi ketika akad nikah sclesai secara sah. Hak dan
kewajiban suami istri timbul tanpa dapat dihindari. Akad nikah secara sah dapat

menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Suami istri dituntut untuk



menunaikan kewajibannya masing-masing. Kelalaian di satu pihak dalam
menunaikan kewajibannya, berarti menelantarkan hak pihak yang lain.>

Telah disebutkan salah satu hak istri setelah perceraian adalah nafkah
lampau yang terhutang. Tidak jarang ketika terjadi perceraian dalam perkara
cerai talak maupun cerai gugat istri menyertakan gugatan nafkah madiyah ketika
hak nafkahnya selama perkawinan dilalaikan oleh suami. Dalam praktek
Pengadilan, apabila terjadi kelalaian dalam pemberian nafkah oleh suami
terhadap istri dan anaknya, maka Hakim menghukum suaminya dengan
kewajiban membayar nafkah terhutang.

Dalam Perundang-undangan tidak ada ketentuan yang mengatur secara
pasti tentang nafkah lampau yang dikenal dengan istilah nafkah madiyab.
Sebenarnya nafkah madiyah merupakan istilah yang sering digunakan di
lingkungan Pengadilan Agama dimana tidak ada teori dalam perundang-
undangan yang menyebutkannya tapi terjadi dalam praktek.

Di kalangan ‘wlama’ mazhab terjadi perbedaan pendapat apakah nafkah
yang belum dibayarkan menjadi hutang atau tidak. Perbedaan pendapat ini
terjadi antara mereka pada masalah waktu penentuannya sebagai hutang dan
kekuatan hutang itu sendiri. Jumbhur ‘ulama’ berpendapat bahwa nafkah ini
berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk

melaksanakannya. Dan apabila telah berubah menjadi hutang, maka statusnya

% Dedi Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, h. 76
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disebabkan kelalaian, penolakan, ataupun tidak mampu dalam melaksanakan
kewajibannya salah satu pihak dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan
Agama. Tetapi apabila setelah diputuskan di Pengadilan Agama ternyata masih
ada salah satu pihak yang berkeberatan maka dapat mengajukan banding di
Pengadilan Tinggi Agama.

Begitu pula halnya dengan maslah yang diangkat dalam penelitian ini
merupakan perkara tingkat banding yang mana salah satu pihak (istri) merasa
keberatan dengan keputusan Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan
nafkah madiyah. Pada putusan Pengadilan Agama Kangean, Hakim menolak
gugatan rekonpensi nafkah madiyah dikarenakan penggugat hanya mengajukan
satu saksi. Oleh karena satu saksi bukan saksi (Unus Testis Nullus T estis), maka
Hakim tingkat pertama menolak gugatan tersebut.

Berbeda dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya yang menolak gugatan rekompensi nafkah madiyah dengan alasan
gugatan tersebut akan memberatkan suami dan mengambil dalil yang dipaparkan
oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fighus Sunnah yang berbunyi “Gugatan
natkah lampau yang waktunya sudah lebih dari satu tahun tidak dapat diterima”

Dalil tersebut sebenarnya disadur dari Undang-undang Mesir yang
menyatakan bahwa gugatan nafkah yang melebihi satu tahun terhitung mulai
diajukannya gugatan tersebut tidak dapat diterima. Sedangkan dalam ketentuan

figh tidak ada yang membatasi sejak kapan dan sampai kapan hutang nafkah itu



terjadi dan ditetapkan. Kemudian timbul pertanyaan bagaimana kaitannya
analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya dan dasar hukum yang dijadikan dalil dalam menolak gugatan
nafkah madjyah.

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis mengangkat sebuah putusan
tentang penolakan gugatan nafkah madiyah pada pokok perkara cerai talak
No.13/Pdt.G/2009/PTA.Sby. Kemudian penulis tertarik untuk meneliti putusan
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan masalah gugatan nafkah
magiyah dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Mengenai Penolakan Gugatan Nafkah

Madiyah (Studi Putusan No.13/Pdt.G/2009/PTA Sby)”.

. Rumusan Masalah
Dari permasalahan di atas, untuk‘ memudahkan pembahasan dan
pemahaman maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
menolak gugatan nafkah madiyah pada putusan No.13/Pdt.G/2009/PTA.Sby?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan gugatan nafkah

madiyah pada putusan No.13/Pdt.G/2009/PTA.Sby?



C. Kajian Pustaka

Masalah nafkah madiyah sebenarnya telah banyak dibahas dalam penelitian
sebelumnya, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Vivine Aqurista Muji Lestari tahun 2005
yang berjudul “Gugatan Nafkah Terhutang dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di
Pengadilan Agama Malang)”. Penelitiannya memaparkan tentang deskripsi
penyelesaian perkara gugatan nafkah terhutang pada tahun 2003 di Pengadilan
Agama Malang serta bagaimana pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara
nafkah terhutang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakim Pengadilan
Agama kota Malang dalam memutuskan nafkah terhutang didasarkan pada
tamkin sempurna istri, pandangan masyarakat, kondisi perekonomian suami, istri
tidak nusyuz dan berupa nafkah lahiriyah. Hal ini didasarkan pada UU No.1
tahun 1974 pasal 34 ayat 1 jo pasal 80 ayat 2 KHI dan lain-lain.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Lilis Nur Iftitah tahun 2009 yang berjudul
“Studi Analisis Terhadap Putusan PA Sidoarjo No:1517/Pdt.G/2007/PA.Sda
Tentang Penolakan Gugatan Nafkah Madiyah Dalam Permohonan Cerai Talak”.
Hasil penelitiannya menjelaskan alasan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
menolak gugatan nafkah madjyah anak berdasarkan pasal 41 huruf b UU No.1
tahun 1974, yaitu selain gugatannya kabur karena tidak jelas batasannya sejak

kapan, menurut mereka kepentingan biaya pemeliharaan anak sebelum terjadi
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perceraian menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Jika ayah tidak memberikan
nafkah maka ibu ikut memikul biaya pemeliharaan anak.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Zulfatul Laela tahun 1998 yang berjudul
“Gugatan Nafkah Madiyah Kepada Suami Di Pengadilan Agama Surabaya”.
Penelitiannya memabahas tentang tinjauan hukum acara peradilan agama
terhadap prosedur penyelesaiannya.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nawaroh Yang berjudul “Analisis
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil No.616/Pdt.G/2004 dan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya Tentang Nafkah Madjyah Anak”. Kesimpulan dari hasil
penelitiannya adalah antara Pengadilan Agama Bangil dan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya terjadi perbedaan dalam memutuskan tuntutan nafkah madiyah.
Pengadilan Agama Bangil beranggapan bahwa nafkah merupakan tanggung
jawab seorang ayah yang harus dipenuhi. Sehingga apabila kewajiban tersebut
dilalaikan maka menjadi nafkah terhutang yang harus diganti. Sedangkan
menurut Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, nafkah anak diberikan
untuk keperluan masa yang akan datang, jadi tidak ada istilah nafkah terhutang
untuk anak meskipun sebelumnya tidak terpenuhi.

Beberapa penelitian di atas fokus pembahasannya adalah nafkah madiyah
istri dan anak yang membahas prosedur penyelesaian dan eksekusi terhadap
putusan. Berbeda halnya dengan penulis yang membahas penolakan gugatan

nafkah madlyah istri oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan
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Putusan Pengadilan Agama Kangean. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kangean.
Akan tetapi walaupun sependapat dan menguatkan putusan tersebut,
pertimbangan dan dalil yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama berbeda
dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kangean dalam memutuskan
perkara tersebut. Dasar hukum dan pertimbangan hukum Pengadilian Tinggi
Agama Surabaya inilah y;ing nantinya akan diteliti dan dianalisis oleh penulis.
Titik fokus yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya
adalah: penelitian ini membahas nafkah istri yang menjadi hutang ketika tidak
terpenuhi oleh suami dan alasan penolakannya yang didasarkan pada hukum
Islam. Sedangkan penelitian sebelumnya kebanyakan membahas tentang gugatan
nafkah madiyah anak yang ditolak karena dalam ketentuan fikih tidak dikenal

istilah nafkah madiyah untuk anak.

. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
mengenai  penolakan  gugatan nafkah madiyah dalam putusan
No.13/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya mengenai penolakan gugatan nafkah madiyah pada

putusan No.13/Pdt.G/2009/PTA.Sby.
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E. Kegunaan Hasil penelitian
Hasil penelitian ini setidaknya berguna dan bermanfaat dalam beberapa
hal, diantaranya:

1. Aspek teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan
khususnya dibidang ilmu hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan
masalah gugatan nafkah madjyah atau nafkah terhutang,

2. Aspek praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti
selanjutnya yang berkaitan dengan masalah gugatan nafkah madiyah atau

nafkah terhutang.

F. Definisi Operasional
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memahami judul penelitian

ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai

berikut:
Analisis : Sifat uraian; penguraian, kupasan.®
Hukum Islam : Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari

wahyu dan diformulasikan kedalam empat produk pemikiran,
di antaranya: figh, fatwa, putusan pengadilan, dan undang-

undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam

8 Pius A Partanto, dan M. Dahlani Al Barry, Kamus limiah Populer, h. 29



Putusan

Gugatan
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Indonesia.’

Dalam penelitian ini, hukum Islam yang
dimaksud adalah figh empat mazhab Sunny, yaitu mazhab
Syafi’i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab

Hambali beserta Kompilasi Hukum Islam.

: Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan

diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum,
sebgai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.! Dalam
penelitian ini putusan yang dimaksud adalah putusan banding
oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan

putusan Pengadilan Agama Kangean.

: Tuntutan hak,'" atau pengaduan yang dapat diterima Hakim,

yang dimaksudkan untuk untuk menuntut sesuatu hak pada
pihak yang lain.'? Gugatan yang dimaksud adalah gugatan
balik yang diajukan istri dalam pokok perkara permohonan

cerai talak.

Nafkah Madiyah : Nafkah terhutang, nafkah yang telah lewat waktu yang belum

dibayarkan oleh suami kepada istri karena kelalaian.

’ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 9
' Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, h. 251

" bid 39

2 Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, h. 105
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Dari definisi operasional di atas dapat disimpulkan bahwasannya maksud
dari judul penelitian ini adalah uraian figh kaitannya dengan putusan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya No.13/Pdt.G/2009/PTA.Sby yang menguatkan putusan
Pengadilan Agama Kangean No.418/Pdt.G/2008/PA.Kng mengenai penolakan
gugatan balik atau rekompensi tentang nafkah lampau yang belum dibayarkan

dalam pokok perkara cerai talak.

G. Metode Penelitian
1. Data yang dikumpulkan
Terkait dengan rumusan masalah di atas, data yang dikumpulkan
adalah sebagai berikut:
a. Data tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
dalam memutus perkara No.13/Pdt.G/2009/PTA.Sby.
b. Data tentang penolakan gugatan nafkah madiyah oleh Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya putusan No.13/Pdt.G/2009/PTA.Sby.
2. Sumber Data
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di
lapangan oleh peneliti'*:
1) Berkas putusan No.418/Pdt.G/2008/PA.th

2) Berkas putusan No.13/Pdt.G/2009/PTA.Sby

'3 M. Igbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, h. 82
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3) Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
4) Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti

dari sumber-sumber yang telah ada.'* Buku-buku yang berkaitan dengan

pembahasan diantaranya:

1) Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah Juz Il

2) Ibn Qudamah, A/-Mugny Juz VIII

3) Al-Bahuty, Kasysyafal-Qina‘ Juz V

4) Al-Kasany, Badai‘ as-Sanai‘ Juz Il

5) Asy-Syirazy, Al-Muhazzab Juz I

6) Al-Mawardy, A/-Hawy al-Kabir Juz XT

7) Wahbah Zuhayly, A/-Figh al-Islamy Wa Adillatuhu

8) Muhammad Talib Ya‘qub ‘Ubaidy, Ahkamun Nafaqah az-Zawjiah,
Penerjemah: M. Ashim, Nafkah Istri : Hukum Menafkahi Istri Dalam
Perspektif Islam

9) Abu Zahrah, Al-ahwal al-Syakhsiyah

10) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

11) Al-Hamdany, Risalah Nikah

12) Kompilasi Hukum Islam

Y 1bid,
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3. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui data tertulis dengan mempergunakan “content anlysis’."’
Dokumen yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Kangean
dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. |
b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-
jawaban responden direkam atau dicatat.!® Dalam penelitian ini
wawancara yang dilaksanakan adalah deep interview’’ (wawancara
mendalam) dengan mengajukan pertanyaan kepada Hakim dan Panitera
untuk mendapatkan informasi lebih mendalam seputar isi dokumen yang

diteliti.

- 4, Teknik Analisis Data

a. Metode Deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok
manusia, suatu objek, suatu set kondisi, sistim pemikiran yang bertujuan
untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistimatis, faktual
dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar

fenomena yang sedang diselidiki.'®

YIbid, h. 87

Ibid, h. 85

'7 Deddy Mulyana, Metode Pnelitian Kualitatif, h.180
18 Moh. Nazir, Metode Penelitan, h. 54
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b. Pola pikir induktif, yaitu cara berfikir unt uk memberi alasan yang dimulai
dengan pernyataan-pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu

argumentasi yang bersifat umum.!’

Maksudnya diawali dengan
menggambarkan sebuah obyek tentang realitas yang terdapat dalam
sebuah perkara, kemudian dilakukan penilaian berdasarkan teori dan

dasar hukum yang terkait dengan dokumen tersebut dan ditarik sebuah

pernyataan umum.

H. - Sistimatika Pembahasan
Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan mengarah pada pembahsan
maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BABI : Pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang
menggambarkan seluruh pembahasan skripsi ini yang didalamnya
mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional, metode penelitian, dan sistimatika pembahasan.

BABII : Kerangka konsepsional yang merupakan konsep dan tinjauan
umum mengenai nafkah, terdiri dari: pengertian nafkah, dasar

hukum nafkah, kadar nafkah, jenis-jenis nafkah, hutang nafkah,

19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h. 31



BAB I

BABIV

BABV
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gugurnya kewajiban nafkah dan ketentuan nafkah dalam Kompilasi

Hukum Islam.

: Data penelitian yang memuat profil singkat Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya dan deskripsi putusan penolakan gugatan nafkah
madiyah di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta

pertimbangan hakim dan dasar hukum penaya.

: Analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

tentang penolakan gugatan nafkah madiyah dan pertimbangan

hakim dalam memutuskan gugatan nafkah madiyah.

: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KONSEP NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Nafkah

Secara etimologi nafkah berasal dari bahasa arab, yakni dari suku kata
anfaga — yunfiqu — infagan (84 -Giu -3&f).! Amir Syarifuddin mengatakan
nafkah berasal dari kata Jis U<l yang berarti berkurang.’ Juga berarti <223 ys3
yang berarti hilang atau pergi.3 Dalam kamus Arab-Indonesia nafkah (il berarti
Sl d.s.);ﬂl‘ yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.* Dalam kamus umum
bahasa Indonesia nafkah adalah belanja untuk memelihara kehidupan, uang belanja
yang diberikan kepada istri.” Dalam “Ensiklopedi Hukum Islam”nafkah merupakan
pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik
atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.® Dalam
kitab a/-Mazahib al-Arba‘ah karangan ‘Abdur Rahman Al-Jaziry disebutkan

gl AV Ll i Gl yaitu nafkah dalam arti bahasa adalah pengeluaran.’

! Louis Ma’luf, Al-Munjid fi al-Lugat wa al-I‘lam, h. 828

? Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesis, h. 165

3Ibid.

¢ Ahmad Warson Munawwir, Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia, h, 1449

SIraM. Lapidus, Kamus Umum Bahassa Indonesis, h. 667

§ Abdul Aziz Dahlan, (et al), Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3, b. 1281

 Jaziry, al-, ‘Abdur Rahman, ai-Figh ‘Als al-Mazihib al-Arba‘ah Juz IV, b. 426
19



20

Nafkah secara umum berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang
diberikan oleh seorang suami kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai
keperluan pokok mereka. Keperluan pokok, seperti makan, pakaian dan tempat
tinggal. Secara terminologi, nafkah diartikan secara beragam oleh para ‘vlama’
figh. Menurut Sulaiman Rasjid, yang dimaksud dengan nafkah adalah semua
kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti
makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan
adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan
kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat.®

Wahbah al-Zuhayly menyebutkan pengertian nafkah dengan ;
Ny 55550y U 5 8525 1 s

Yaitu mencukupinya (seseorang) terhadap kebutuhan orang yang menjadi
tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.” Ahmad Basyir
mendefenisikan nafkah dengan mencukupkan segala keperluan istri, meliputi
makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tanggga, dan pengobatan
meskipun istri tergolong kaya.'® Sayyid Sabiq mendefinisikan nafkah dengan
menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal,
mencarikan pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya itu kaya, !

Dalam buku-buku figh standar mazhab empat diperoleh beberapa

pengertian nafkah yang berancka ragam sesuai dengan perbedaan mazhab

¥ Sulaiman Rasjid, Figih Islam: Hukum Fikih Lengkap, h. 421
% Wahbah Zuhayly, Al-Figh al-Islamy Wa Adillatubiy, h. 7348
1% Ahmad Basyir, Hukum Perkawinan Islam, h. 57

"' Hamdani, al-, Risalah Nikah, b. 144
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tersebut. Pengertian nafkah menurut mazhab Hanafi adalah melimpahkan
kepada sesuatu dengan hal yang menyebabkan kelanggengannya.'? Maksudnya
adalah membelanjakan atau memberikan kepada seseorang baik berupa
makanan, sandang, tempat tinggal, atau yang lainnya yang bersifat urgen, tidak
mungkin mengabaikannya demi kesinambungan hidup dan pertumbuhannya."
Menurut mazhab Maliki nafkah adalah sesuatu yang menjadi penopang standar
untuk kehidupan manusia tanpa ada unsur pembqrosan.l4 Kalimat “tanpa unsur
pemborosan” mengecualikan nafkah yang mengandung unsur berlebihan yang
dibenci dan dilarang syari‘at; yaitu nafkah yang melebihi kadar kebutuhan
normal dan wajar seperti orang yang biasanya cukup, tapi minta lebih dari itu.'®

Nafkah menurut mazhab Syafi’i adalah makanan yang sudah ditentukan
untuk seorang istri dan pembantunya yang harus ditanggung oleh suami dan juga
untuk selain mereka berdua baik garis nasab primer (ayah ke atas) atau garis
keturunan sekunder, seperti anak cucu, dan budak dan hewan piaraan dengan kadar
yang memadai.'® Sedangkan mazhab Hambali mengartikan nafkah dengan

memberikan kecukupan kepada orang yang ditanggung baik berupa roti, lauk,

2 M. Ya’kub Talib ‘Ubaidi, Abkém an-Nafagah az-Zawjiyah, Penerjemah: M. Ashim, (Hukum
Menafkahi Istri Perspektif Islam), h. 26

1 bid

¥ Ibid h. 28

' Ibid h. 26

' Ibid, h. 28
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pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya.'” Dari definisi mazhab Hambali ini
didapati bahwa pengertian ini mencakup semua keperluan nafkah dan
tuntutannya.

Setelah memaparkan beberapa definisi nafkah diatas menurut pendapat
yang berbeda didapati bahwa semua sepakat dari segi makna dan tujuan,
meskipun berbeda pengungkapannya secara tekstual dalam penggunaan kata-
kata. Semua pengertian ini mencakup semua hal yang sama-sama disepakati

seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal.

Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan hak isteri terhadap suami sebagi akibat telah
terjadinya akad nikah yang sah.'® Hukum membayar nafkah untuk istri, baik
dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan
disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga,
tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan
istri. Dasar kewajibannya terde;pat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Dalil dari Al-Qur’an

Diantara ayat Al-Qur’an yang mewajibkan pembelanjaan terdapat dalam

surat a/-Bagarah (2) ayat 233 :

" Bahitty, al-, Mangir ibn Yimus ibn Idsis, Kasysyaf al-Qina* Juz V, h. 459
'8 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 187



23

so0 8 s %ea 30 o Fooy Gapo o sade At Lo o,
(YFF) Loy W (ol ISTY 03,5500 60508, 585, 45 0000 )
Artinya ;

Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara
ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”’

Ayat ini dimulai dengan huruf (‘a/s) yang memiliki arti keharusan dan
kewajiban sehingga memberikan pengertian bahwa para suami dituntut dan
diharuskan untuk memberi nafkah kepada para istri. Karena ‘a/a menunjukkan
keharusan dan kewajiban seakan-akan Allah berfirman “Aku mewajibkan
kepada para suami agar memberikan nafkah dan pakaian kepada istri mereka”.
Maka menafkahi istri adalah wajib atas para suami dengan pertimbangan ini
sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan syari‘at.2

Diantara ayat yang mewajibkan tempat tinggal adalah surat at-Talag (65)

ayat 6 : ‘
6 o, :"r. [ ] §.—.£ ro’ o 4, o0 oAr’f’;oae 5}:'0‘
(V) ot Lpdniad hyJUad ) (500 (e AESE 055 1 A 0
Artinya :
Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut

kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk men yempitkan
(hati) mereka.”

Yaitu para wanita yang diceraikan. Perintah tersebut memberikan indikasi

yang pasti bahwa seorang suami yang telah menceraikan istrinya dituntut untuk

19 Depag R, Al-Qur’an dan Terjemahnya, b. 57
%0 “Ubaidi, Nafksh Istri......, b. 48
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memberikan tempat tinggal kepada istrinya yang sudah dicerai selama masih
dalam masa ‘%ddah, berdasarkan konteks yang sudah difahami oleh para ‘ulama’
bahwa perintah menunjukkan kewajiban selama tidak ada dalil yang
merubahnya. 2

Jikalau memberikan tempat tinggal merupakan kewajiban atas seorang
suami kepada istrinya yang sudah ditalak yang masih dalam masa ‘iddah,
tentunya suami lebih wajib lagi untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang

belum ditalak.”® Ayat lain yang berkenaan dengan nafkah diantaranya surat at-

Talag ayat 7 :
T ’°..’" }_”} I’ Y & an.of.’ I:o. of. . for; sr o -’ {o..?}
UT Lo W) Lo alll CalS Y all 0T U 5423 Sy 4o 8 iy aixi Cyn B 95 i
#$0 o 70/ e ’/n e
(V) 1 s 3l ol
Artinya :

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan
orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang
diberikan Allsh kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang
melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan
memberikan kelapangan sesudah kesempitan®

Bahwasannya firman Allah yang berbunyi : “Hendaklah orang yang
mampu memberi natkah menurut kemampuannya” menunjukkan kewajiban

suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya baik istrinya kaya atau susah

22“Ubaidi, Nafkah Istri......, h. 49
2 1bid.
 Depag R, Al-Qur'an dan...... ,h. 946
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karena firman Allah (ouﬂ) yang berarti : (hendaklah memberi nafkah).

Meskipun secara ahir dan tekstual adalah £/ mudari’, akan tetapi ketika /amul/
amri masuk kepadanya, maknanya berubah menjadi sebuah perintah. Karena itu
infag (menafkahi) menjadi perbuatan yang diperintahkan lantaran tidak ada
yang memalingkannya dari status wajib dan tidak ada yang menghalanginya.?

Ayat yang lain diantaranya surat an-Nisa’ ayat 34
ol o gl Y g e g I G o B 25 D

Artinya : '

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah
melebilkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain ( Waniteza),
dan karena mercka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”%

Dalil dari Sunnah
Adapun dalam bentuk sunnah terdapat dalam beberapa hadis Nabi yang
berasal dari Jabir, bahwasannya Rasulullah pernah berkhutbah di depan para

sahabat dengan bersabda :

%75 of. O‘II.‘u,/, ‘)ﬁn}:‘ £% o .Y ,z‘ﬁ}o]!./fo,_ﬁf P .'}..o':gf
O eele (ST B LIS, 6508 A B ou | DA PEHER R IV
o‘o’z s 27, L. /01 %o -, ﬁiolo.fz :roz./ o':,ﬁ,’e‘ t/’e‘/:‘)fzor i
S 4y £ e U AR Wl Ll O IS ) (SBT5 by Y

b

Lo S0, % G sao0 ’ &J,o‘
(leer o) S aall e 28Ty 45

% Ubaidi, Nafkah Istri......, 48
% Depag RI, Al-Qur’an dan Tegjemahnya, 123
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Artinya :

"Bertakwalah kepada Allah terhadap istri-istri kalian, sesungguhnya kalian telah
mengambil mereka dengan amanat allah dan kalian telah menghalalkan kemaluan
mereka dengan kalimat Allal’”’, kewsjiban mereka untuk tidak memasuldan ke
dalam ranjang kalian yang kalian benci, jikalau mercka melakukan hal ituy, maka
pukullal dengan pukulan yang tidak meninggalkan cacat. Dan hak mercka atas
kalian adalah (memberi) makan danpakaian dengan cara yang baik”(H.R Muslim)*®

o - o‘cz:znl

:/’../ ° “ ° - o 2 204 . /’:G/ £ os o 2 20 4 . .:5/
4“"&"“&5{‘0"°Jﬁg’f‘*“?d’f§”‘°dgsl"““’"\"‘ss:'\"““j‘.‘)""d&u:‘“‘"
e TUT L% . ol. &,. e, M - [P o :‘ro ‘o o 4o o 1. 0 T2
\._chLE.ar.L»Jiz._.lpwuprJ)f»J&po@@folfjlé@xgwadb

-

il G

S

o Ay ST G A L i R 55 B U Gy Oy

it oy ale o o 30 5 U 0 2 e 3 0 el g i

Wy LSS G 7yl e s

Artinya:

“Hindun istri Abu Sofyan berkata pada Rosulullah, Ya Rosulallah sesungguhnya
Abu Sofyan adalah lelaki yang amat bakhil, tidak memberiku natkah Yyang bisa
mencukupiku dan anakku kecuali apa yang kuambil hartan ya tanpa
sepengetahuannys, apakah hal ini dosa bagiku? Rosulullah menjawab ambillah
hartanya dengan baik dan mencukupi dirimu dan anakmu”, (H.R Muslim)®®

?7 Kalimat Allah memiliki beberapa penafsiran; pertama, Firman Allah “maka rujuklah dengan

cara yang baik atau ceraikan dengan cara yang baik pula” (Q.S Al Bagarak: 229), kedua, Kalimat
taubid : La ilaha Illallah, ketiga, Dengan izin Allah dengan firman-Nya : “Maka nikahilsh wanita
yang kamu senangi dari wanita-wanita lain” (Q.S An Nisa’: 3) dan ini yang dimaksudkan dalam
badis, keempat, Kalimat ijab dan qabul seperti yang diperintahkan oleh Allah. Lihat: An-Nawawy
‘ala sahih muslim.

*Naisabiry, Sabif......, h. 456
% Ibid, b. 630
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Artinya:
"Berilah mereka makan dari makanan yang kalian makan dan berilah mereka
Ppakaian dari jenis pakaian yang kalian pakai dan Janganlah kalian memukuli
mereka dan mencela mereka. (HR. Abu Dawud)”
Dalil Ijma’

Umat Islam telah sepakat scjak generasi pertama hingga saat ini bahwa
menafkahi istri merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para suami
tanpa ada yang mengingkarinya. Ini berdasarkan kandungan Al-Qur’an dan
Sunnah dan substansi fitrah manusia yang lurus.*!

Dalil Akal
Kewajiban menafkahi istri juga berlandaskan logika yang diambil dari

kaidah-kaidah syariat yang telah disepakati keabsahannya untuk dilaksanakan.

Kaidah tersebut adalah:

o £l o om0 AL e LB . ko o. 8t
Artinya:
"Barang siapa yang gerakannya terkekang karena menjalankan kepentingan orang
fain, maka natkahnya ditanggung orang yang berkepentingan”

Dengan demikian seorang istri mengisolasi dirinya demi menjalankan hak

suaminya, sehingga ia menjadi berdiam diri lantaran akad yang sah,

30 Sajastany, al-, Abu Dawud Sulaiman ibn al-As‘asy, Sunan Abi Dawud JuzIl h. 110

*! Tbn Qudamah, Abi Mubammad ‘Abdullah ibn Ahmad, AL-Mugny Juz VIIL b. 156; lihat
juga: al-Kasany, Badai’ as-Sandi’ Il h. 16, Al-Bahiity, Kasysyaf al-Qfna’ Juz V, h. 460
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menjalankan pekerjaan rumah tangga dan mengatur urusannya. Maka ia wajib
mendapatkan nafkah dari orang yang menjadikan keterkekangannya sebagai

alasan dan ganti atas keterikatannya.*2

Kadar Nafkah

Para ulama berselisih pendapat mengenai kadar nafkah. Secara mendasar,
al-Qur’an dan hadis tidak ada yang menyebutkan dengan tegas kadar atau
jumlah nafkah baik minimal atau maksimal yang wajib diberikan suami kepada
isterinya, hanya dalam ayat 6 dan ayat 7 surat at-Talag diberikan gambaran
umum bahwa nafkah itu diberikan kepada isteri’ menurut yang cukup untuk
keperluan isteri dan sesuai dengan penghasilan suami. Bahkan ada yang
berpendapat bahwa jumlah nafkah itu harus pula disesuaikan dengan kedudukan
isteri. Dalam prespektif ini diterangkan bahwa jumlah nafkah yang diberikan itu
hendaklah sedemikian tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat
baginya.

Nafkah sebagai tanggung jawab suami kepada istrinya harus terpenuhi
dengan sempurna sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai mana dijelaskan
dalam al qur'an surat al-7a/ag ayat 7 yang artinya “hendaklah orang yang
mampu memberi nafkah menurut kemampuannya”. Dari ayat tersebut Quraish

Shihab dalam tafsirnya mengatakan bahwa suami memberikan nafkah sesuai

2 bid,
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dengan kadar kemampuanya, sehingga istri tidak diperbolehkan menuntut lebih
dari apa yang dimiliki oleh suami sehingga nantinya mengakibatkan suami itu
sampai mencari nafkah dari jalan yang tidak direstui oleh Allah.®

Imam Ahmad mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam
menetapkan nafkah adalah status social ekonomi suami dan istri secara
bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial-ekonominyanya berbeda
diambil standar menengah di antara keduanya. Yang jadi pertimbangan bagi
kelompok ini adalah keluarga merupakan gabungan antara suami dan istri., oleh
karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar
nafkah >

Hanafi berpendapat bahwa kadar nafkah itu didasarkan pada keadaan dan
kebutuhan istri secara kecukupan.®’ Pendapat ini didasarkan pada dalil “dan
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara
ma'ruf”. Ma‘rif yang dimaksud dalam ayat ini adalah kifayah (kecukupan).
Dalam hadis Nabi discbutkan “ambilah hartanya dengan baik dan mencukupi
dirimu dan anakmu’®, dari sini diisyaratkan bahwa kadar nafkah itu sesuai
dengan kebutuhan istri untuk dicukupi bukan berdasarkan kemampuan atau

keadaan suami. Karena nafkah dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi

¥ M. Quraish Shihab, Tafir Al-Misbah Vol. 14, b. 303

* Syarifuddin, Hukum Perkawinan......, h. 170

* Kasany, al-, ‘Alauddin abi Bakr ibn Mas'iid, Badéi* ash-Shanai’ I h. 23
% Naisabiiry, Sahh......, h. 680
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pemenuhan kebutuhan nafkah itu berdasarkan kebutuhan hidup bukan
kemampuan orang yang wajib memenuhinya,”’

Imam Syafi’i dan al-Qadhy Abu Ya’la dari mazhab Hambali berpendapat
bahwa nafkah istri sudah ditentukan dengan ukuran tertentu.® Yang dijadikan
standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi
suami.*® Qadhi Abi Ya’la berkata : “Ukuran yang wajib adalah dua rit/ roti
setiap hari dengan memepertimbangkan ukuran kaffarat®® Perbedaan
memahami kadar nafkah apakah berdasar pada pemberian makan dalam kaffarat
atau dengan memberikan pakaian, hal ini dikarenakan mereka sepakat bahwa
pakaian tidak ada ketentuan khususnya, sedangkan memberi makan dalam
kaffarat memiliki ukurang yang pasti.*!

Allah mewajibkan pemberian nafkah, tetapi tidak menetapkan jumlah
kadarnya secara jelas, tetapi dari ayat tersebut Imam Syafi’i berijtihad dan
memberikan konsep penetapan kadar nafkah. Apabila suami miskin ia memberi
nafkah sesuai dengan kemiskinannya dan apabila suami kaya ia memberi nafkah
sesuai kemampuannya sebagai orang kaya. Sekalipun demikian Imam Syafi’i

menetapkan juga batas minimum dari nafkah yang harus diberikan oleh suami

37 Ibid,

*® Qudamah, A-Mugzy......, h. 157

% Syarifuddin, Hukum Perkawigan......, h. 170
0 Qudamah, A-Mugay, h. 157

“! Rusyd, Biddyatul....., h. 311
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kepada istrinya. Dasar yang digunakan adalah dengan mengiyaskan nafkah
kepada kaffarat.®*

Bagi orang yang kaya (al-musir) adalah 2 mud, bagi orang sedang (a/-
awsat ) adalah 1,5 mud, dan bagi orang lemah/kurang mampu (a/-mu’sir) adalah
1 mud.® Dengan kadar makanan yang digunakan untuk membayar kaffarat,
karena makanan itu untuk menghilangkan lapar. Kaffarat yang terbanyak adalah
dua mud* sehari yaitu kaffarat karena menyakiti diwaktu menunaikan ibadah
haji. Sedangkan kaffarat yang terendah adalah satu mud sehari yaitu kaffarat
karena bersetubuh pada siang hari di bulan ramadhan.* Demikian pula halnya
nafkah yang berhubungan dengan sandang dan tempat tinggal suami wajib
memberi istrinya sandang dan menyediakan tempat tinggal sesuai dengan
kemampuannya, dan tidak dapat dibebani dengan hal-hal di luar
kemampuannya.

Imam Malik berpendapat bahwa besamnya nafkah tidak ditentukan

berdasarkan syara’ tetapi berdasarkan keadaan masing-masing keadaan suami

2 Kaffarat adalah semacam denda yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar

sumpahnya atau mengerjakan larangan-larangan Allah. Banyaknya kaffarat yang harus dibayar itu
berbeda dan disesuaikan dengan sumpah yang telah dilanggar atau perbuatan terlarang yang telah
dilakukan. (Lihat Surat a/-Maidak: 89, dan al-Mujadalah: 1-4)

“ Mawardy, al-, Abi al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib, Al-Hawy al-Kabir Juz XII,

h.423

* Satu mud kira-kira 1,5 Kg
Y Al-Syirazy, Al-mubazzab Juz I, h. 227
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istri. Hal ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan
keadaan

Pada dasaranya berapa besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami
kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan
makan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.*’ .Prinsip “mencukupi
keperluan” diperoleh dari hadis Nabi tentang dibenarkannya seorang istri
mengambil harta suaminya tanpa izin apabila nafkah yang diberikan tidak
mencukupi. Kata ma ‘rufyang dipergunakan al-Qur’an dan hadis untuk memberi
ketentuan nafkah, berarti bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang,
tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan), sesuai

tingkat hidup dan keadaan istri serta kemampuan suami.*s

Jenis-Jenis Nafkah

Secara umum jenis-jenis nafkah terbagi menjadi beberapa bagian,
diantaranya: nafkah istri, nafkah anak, nafkah orang tua, dan nafkah binatang
ternak.” Kali ini pembahasan difokuskan hanya pada nafkah istri sesuai dengan

pokok permasalahan.

%S Rusyd, Bidayatul......, h. 310

4 Basyir, Hukum Perkawinaa. ..... , h. 57-58
*® Ibid.

** Zuhayly, Al-Figh al-Islamy......, h. 7346
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Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga, tidak
nyaman kehidupan keluarga tanpa tanpa ketiga hal tersebut. Hal yang telah
disepakati ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah
adalah pangan, sandang, dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada
hukumnya begitu jelas dan pasti. Selain itu masih menjadi perbincangan di
kalangan ‘wlama’,

Dari segi jenis nafkah yang berhak diterimakan, jumbhir ‘ulama’
memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang
wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan
bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak biasa
melakukan pelayanan dan selalu dan selalu menggunakan pelayan, maka suami
wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya
seorang.*® Secara khusus Jjumhur ‘ulama’ memang tidak menemukan dalil yang
mewajibkan demikian dari Al-Qur’an maupun hadis Nabi yang kuat. Tetapi
mereka berdalil bahwa yang demikian wajib dilakukan suami untuk memenuhi
kewajiban menggauli istri dengan baik yang ditetapkan dalam Al-Qur’an.

‘Ulama’ Zzhiriyyah berpendapat bahwa suami tidak wajib menyediakan
perhiasan dan parfum karena keduanya tidak terdapat dalam petunjuk Al-
Qur’an maupun hadis Nabi, baik secara langsung maupun tidak. Demikian pula

pelayan tidak wajib dibiayai oleh suami dan istri itu mempunyai status sosial

50 Syarifuddin, Hukum Perkawipan...... ,h. 169
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yang tinggi.”! Alasan yang dekemukakan golongan ini adalah tidak terdapatnya

petunjuk dari Al-Qur’an maupun hadis Nabi yang mewajibkan demikian.

Hutang Nafkah

Jumhir ‘vlama’ berpendapat bahwa nafkah ini menjadi hutang semenjak
menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya atau tidak
memberikannya. Apabila nafkah ini berubah menjadi hutang, maka statusnya
menjadi hutang yang kuat, tidak bisa gugur kecuali dengan membayarnya atau
dengan pembebasan seperti hutang yang lainnya,>

Hutang nafkah juga tidak dianggap lunas karena meninggalnya suami atau
istri. Hutang itu juga tidaka gugur karena adanya pereceraian meskipun dengan
khulu’ (talag tebus). Perempuan yang diceraikan berhak mutlak untuk menuntut
nafkah selama perkawinan, asal tidak dijadikan “wad falaq atau khulu’. Nusyuz
yang terjadi kemudian juga tidak menggugurkan hutang nafkah, nusyiz hanya
menggugurkan kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri sejak istri

yang dicerai berbuat nusyiz>’

5! Ibid,
52 Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyah, h. 290
53 Al-Hamdany, Risalah Nikab.....h.155-156
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Mazhab Hanafi menyatakan bahwa nafkah ini tidak menjadi hutang™
hanya karena tidak memenuhinya setelah rhenjadi kewajiban. Akan tetapi
berubah menjadi hutang, jika hakim telah memutuskannya, atau suami istri
sepakat terhadap jumlah nafkah tertentu,*®

Dengan demikian, menurut mazhab Hanafi seorang wanita tidak berhak
meminta jatah nafkah untuk masa-masa yang telah lewat sebelum pengajuan
gugatan sampai pada bulan waktu pengajuan gugatan.’® Apabila nafkah ini
menjadi hutang, maka hutang ini bukanlah hutang yang mengikat kuat, yang
tidak bisa gugur kecuali dengan membayarnya atau pembebasan istri terhadap
suaminya dari nafkah tersebut. Akan tetapi, menurut mereka menjadi hutang
yang lemah yang bisa gugur dengan pelunasan dan pembebasan sebagaimana

juga bisa gugur jika terjadi talak, pembangkangan istri atau kematian.’’

** Para pengikut Imam Hanafi membagi hutang nafkah itu kepada tiga macam:** Pertama:
Hutang pafkah yang mendapat persetujuan suami atau dengan keputusan hakim, dan pihak istri
melaksanakan hutang itu setelah mendapat persetujuan suami atau dengan persetujuan pebgadilan.
Hutang nafkah yang seperti ini adalah hutang yang kuat, karena itu merupakan hutang suami hanya
dapat dilunasi dengan pembayaran atau istri rela suaminya tidak membayar bila nafkah itu dipinjam
dari uang atau harta istri atau istri bersedia membayarnya dengan uang atau barangnya sendiri.
Kedua: Hutang nafkah yang telah mendapat persetujuan suami atau dengan keputusan hakim, tetapi
pihak istri melakukan sendiri dalam melaksanakan hutang itu, tanpa setahu suami atau hakim.
Hutang nafkah yang seperti ini hanya dapat dilunasi dengan pembayaran oleh suami atau istri
bersedia membayar lebih dahulu dengan uang atau barangnya sendiri. Apabila istri nusyuz atau salah
seorang suami atau istri meninggal atau terjadi perceraian, maka hutang tersebut dianggap tidak
pernah ada dan harus dibayar oleh istri sendiri. Selama istri tidak nusyuz atau keduanya masih hidup
dan tidak bercerai, maka hutang tersebut tetap menjadi hutang suami. Ketiga: Hutang nafkah yang
dilakukan oleh pihak istri tanpa persetujuan suami atau keputusan hakim. Hutang nafkah yang
semacam ini adalah hutang yang lemah, karena itu suami hanya wajib membayarnya selama sebulan.
Lihat: Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam. ..... ,h. 135

55 Zahrah, a-Apwal......, h. 290

58 Ibid.
57 Ibid.
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Pendapat tiga mazhab sejalan dengan praktek Pengadilan Mesir sejak
adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1920 yang berbunyi ;%

Pasal 1.

Nafkah istri yang sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya walaupun hanya
secara formal disnggap sebagai hutang yang menjadi tanggung jawabnya, jika
suami enggan membayarkan nafkah yang menjadi kewajiban ini, Dpadahal tidak
ada alasan baik oleh keputusan Pengadilan atau kerelaan kedua belah pihak.
Dan hutang suami dalam hal ini tidak dapat gugur kecuali dilunasi atau
dibebaskan.

Pasal 2:

Istri yang telah dicerai tetapi masih berhak menerima nafkah dari suamin ya jika
tidak maka dianggap sebagai hutang terhadapnya, sebagaimana tersebut dalam
Dpasal ini terhitung sejak hari perceraian.

Selanjutnya penjelasan pasal ini adalah sebagai berikut :*

1. Nafkah bagi istri atau perempuan yang dicerai atau dipandang sebagai
hutang dalam tanggungan suami kalau tidak dibayarkan tidaklah
disyaratkan harus ada keputusan pangadilan atau kerelaan. T etapi sudah
dianggap scbagai hutang terhitung sejak suami tidak membayarkan nafkah
yang menjadi kewajibannya itu,

2. Hutang nafkah termasuk salah satu hutang yang sah. Hutang tersebut tidak
gugur kecuali telah dilunasi atau dibebaskan.

Setelah lahimya Undang-undang ini banyak kaum istri mengajukan
tuntutan tentang nafkah, sehingga terkumpul sekian banyak pada tanggungan
suami. Kemudian mereka menuntut suami untuk memberikan nafkah yang telah

dibekukan atau menjadi hutang, sechingga memberatkan suami untuk

membayarnya.®’

%8 Sabiq, Figh......, h. 545
% Ibid, lihat juga Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyab, b, 293
 Ibid.
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yang lama di samping akan memberatkan suami. Dalam Rancangan Undang-

undang disebutkan :

o ’r ‘< b LA A o z ° ///‘ 70 s 0 z <
Lg}pfdlkglp}zgumap:gjéfﬁw}&dlg‘,m’cu&U

s

Atrtinya : “Gugatan nafkah lampau yang waktunya sudah lebih dari satu tabun
tidak dapat diterima”.
Gugurnya Kewajiban Nafkah

Kewajiban nafkah atas suami bisa menjadi gugur disebabkan hal-hal

sebagai berikut:

1. Lampaunya waktu tanpa adanya keputusan hakim dan kerelaan. Menurut
Hanafi nafkah menjadi gugur setelah nafkah itu menjadi kewajiban suami
dan sebelum menjadi hutang serta tanggungan suami. Dan tidak pula menjadi
gugur setelah adanya keputusan hakim dan menjadi hutang. Sedangkan
menurut Malikiyah nafkah tidak gugur dengan lampaunya waktu.%

2. Membebaskan nafkah madiyah. Nafkah madiyah bisa gugur dengan
dibebaskan atau dihibahkan. Pembebasan disini berarti menggugurkan
hutang yang wajib. Hanafiyah berpendapat bahwa tidak sah membebaskan
hutang atau menghibahkan nafkah mendatang. Sebab nafkah istri diwajibkan

seiring berjalannya waktu. Dengan demikian membebaskan nafkah

$2 Zubayly, Al-Figh al-Islamy......, h. 7363
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mendatang berarti menggugurkan suatu kewajiban yang belum nyata menjadi
kewajiban dan sebelum ada sebab yang mewajibkannya, yaitu hak jAtibas.®

3. Kematian suami atau istri. Apabila suami meninggal sebelum memberi
nafkah, maka istri tidak diperbolehkan mengambil nafkah dari harta
suaminya. Begitu pula jika istri meninggal, ahli warisnya tidak diperbolehkan
mengambil nafkah dari suaminya.®

4. Nusyiuz® yaitu istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suami.
Nafkah menjadi gugur dengan nusyuznya istri, seperti tidak mau diajak
berhubungan suami istri.

5. Murtad, apabila istri murtad maka gugurlah nafkahnya. Apabila istri kembali
islam maka nafkahnya akan kembali menurut Syafi’i dan Hampbeali.
Perbedaan antara nusyiz dan murtad sebagai sebab gugurnya nafkah yaitu,
murtad menggugurkan nafkahnya karena kemurtadannya sedangkan nusyuz
gugur nafkahnya karena pembangkangan istri, tidak melaksanakan

kewajibannya dan tidak adanya tamkin.%®

G. Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam
Permasalahan nafkah terjadi ketika akad nikah selesai secara sah. Hak dan

kewajiban antara kedua suami istri timbul tanpa dapat dihindari. Akad nikah

 Ibid.

& Ibid, h. 7363-7464
 Ibid.

% Ibid, bh. 7366
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secara sah menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Suami istri dituntut
untuk menunaikan kewajibannya masing-masing. Kelalaian di satu pihak dalam
menunaikan kewajibannya, berarti menelantarkan hak pihak yang lain lain.

Konsepsi tentang masalah kewajiban suami istri dapat dilihat dalam
Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri. Bab ini
menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan
diberlakukan kepada keduanya. Secara rinci tentang nafkah disebutkan dalam
Pasal 77 dan 78 KHI :

Pasal 77: :

(1) Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk mencgakkan rumah tangga
yang sakinalh, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan
masyarakat.,

(2) Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi
bantuan lahir batin yang satu kepada Yyang lain.

(3) Suami istri wajib memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-
anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun
kecerdasan dan pendidikan agamanya.

(4) Suami istri wajib memelihara kehormatann 1ya.

(3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, madding-masing dapat
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.”

Pasal 78:
(1) Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap. o8

Pasal-pasal di atas menguraikan bahwa suami sebagai kepala rumah
tangga adalah nahkoda dalam menjalankan rumah tangganya. Ia memiliki hak
dan kewajiban begitu pula istri. Secara umum, hak nafkah adalah kewajiban

mutlak suami yang harus diberikan kepada istri baik sandang, pangan, ataupun

: Tim Redaksi Fokus Media, Kompilasi Hukum Islam, h. 28
Ibid,
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papan. Dalam arti lain, suami memiliki kewajiban untuk memberikan biaya
rumah tangga, semua keperluan istri dan anak dan berbagai keperluan lainnya.
Lalai tidak memberikan nafkah memberikan pengaruh hokum bagi keduanya.
Artinya, istri boleh menggugat suami untuk bercerai dan mengakhiri rumah
tangganya. Akan tetapi ukuran nafkah tergantung kepada kemampuan dan
kapasitas suami istri.%

Pasal 80 :

(1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi
mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh
suami istri secara bersama.

(2) Suami wajib melindungi istrinya dan meberikan segala sesuatu keperluan
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(3) Suami wajib member pendidikan agama kepada istrin ya dan member
kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama,
nusa dan bangsa.

(4) Sesuai dengan pengahasilannya suami menanggung : a. natkah, kiswah dan
tempat kediaman bagi istri; b. biya rumah tangga, biaya perawatan, dan
biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan
b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrin ya.

(6) Istri dapat membebaskan susminya dari kewajiban terhadap dirinya
sebagamana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana diamksud ayat (5) gugur apabila istri
nusyuz”’.

Pasal-pasal di atas jelas memperlihatkan bahwa kewajiban suami istri
telah ditentukan sesuai dengan kadar dan kemampuan masing-masing.
Meskipun demikian suami adalah faktor utama dalam melaksanakan kewajiban

utamanya kepada keluarga. Sementara di pihak lain, istri pun mempunyai

% Dedi supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkswinan di Dunia Islam, b. 78
7 Fokus Media, Kompilasi......, h. 28
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tanggung jawab besar yakni kesetiaannya kepada suami dalam melaksanakan
fungsi sebagai istri.

Selama istri tidak setia, maka kewajiban suami akan gugur, begitu pula
sebaliknya.”!

Pasal 81: :

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istti dan anak-anaknya,
atau bekas istri yang masih dalam iddah.

(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama
dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talgin atau iddah wafat.

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya
dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.
Tempat kedieman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta
kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya
serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik
berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang
lainnya.

Inti dari pasal-pasal di atas adalah bahwa hak nafkah atas suami adalah
bertanggung jawab penuh selama istri setia atau tidak melakukan hal-hal

yang dilarang agama dan tanpa izin suami.

"' Supriyadi, Perbandingan Hukum......, h. 79
" FokusMedia, Kompilasi......, h. 29-30



BAB IIT
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
MENGENAI PENOLAKAN GUGATAN NAFKAH MADIYAH

NOMOR: 13/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Sekilas Tentang Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata
tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Kekuasaan kehakiman di
lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama yang kemudian berpuncak pada Mahkamah Agung
Republik Indonesia sebagai Pengadilan Tertinggi Negara.

Dalam tinjauan sejarah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dibentuk
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 71 Tahun 1976
tentang Pembentukan Mahkamah Islam Tinggi (MIT) di Surabaya dengan
menyebutkan sebagai cabang dari Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan
di Surakarta. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I
Nomor 6 tahun 1980 diadakan perubahan nama dari MIT di Surabaya menjadi

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.’

! Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 2008, h. 10
43



Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas
dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
dalam tingkat banding. Di samping itu juga bertugas dan berwenang mengadili
di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar
Pengadilan Agama di daerah hukumnya.?

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkedudukan di Ibu Kota Provinsi
Jawa Timur, yaitu kota Surabaya, dengan alamat JI. Mayjen Sungkono No. 7
telp: 0315681797 fax: 0315680426 Surabaya 60225,

Wilayah Yuridis dan Kewenangan pengadilan Tinggi Agama Surabaya
meliputi wilayah Provinsi jawa Timur, terdiri atas 37 Pengadilan Agama dan
berkedudukan di Ibu Kota Daerah Tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali
Pengadilan Agama Kangean dan Pengadilan Agama Bawean berkedudukan di
Ibu Kota kecamatan. Wilayah hukum Pengadilan Agama di Jawa Timur
meliputi Wilayah Pemerintah Daerah tingkat II kabupaten atau Kota, kecuali
Pengadilan Agama Blitar meliputi wilayah kabupaten atau Kota Blitar,
pengadilan Agama Malang meliputi wilayah Kabupaten Malang dan Kota Baru,
Pengadilan Agama pasuruan meliputi wilayah Kota Pasuruan dan sebagian
Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Bangil meliputi sebagian wilayah
Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Mojokerto meliputi wilayah

Kabupaten Kota Mojokerto. Pengadilan Agama Kangean meliputi sebagian

2 bid,
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wilayah kabupaten Sumenep, dan Pengadilan Agama Bawean meliputi sebagian
wilayah Kabupaten Gresik.’

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara republik Indonesia Nomor 589
Tahun 1999 Pengadilan Agama se-Jawa Timur dibagi dalam 3 klasifikasi kelas,
yaitu kelas 1A sebanyak 11 Pengadilan Agama, kelas 1B sebanyak 22

Pengadilan Agama, dan kelas II sebanyak 4 pengadilan Agama. Adapun nama-

nama Pengadilan Agama dan wilayah hukumnya adalah sebagai berikut:*

Nama Jarak
Daerah Jumlah Jumlah
NO | Pengadilan Hukum Kelas Kecamatan | Kelurahan/Desa dengan
Agama PTA
1 | Surabaya Kota 1A 37 167 5Km
Surabaya
. Kab.
2 | Banyuwangi . 1A 21 217 297 Km
Banyuwangi
3 Blitar Kab. Blitar 1A 25 268 170 Km
4 | Bojonegoro Kab, 1A 27 430 113 Km
Bojonegoro
5 Jember Kab. Jember 1A 31 244 205 Km
6 Kediri Kab. Kediri 1A 23 344 127 Km
7 | Lamongan Kab. 1A 27 477 48 Km
Lamongan
Kab.
j 154 Km
8 Lumajang Lumajang 1A 21 203 4
9 Malang Kota Malang 1A 5 56 90 Km
10 Tuban Kab. Tuban 1A 19 328 105 Km
Kab.
7 161 Km
11 | Tulungagung Tulungagung 1A 19 271 6
12 Bangil | ScbagianKab. | o 1 165 42 Km
Pasuruan

* Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2005 dan Program
Kerja Tahun 2006, h. 10
* Ibid, h. 11
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Sumenep

Kab.
13 Bangkalan Bangkalan 1B 18 288 18 Km
Kab.
14 | Bondowoso 1B 20 206 196 Km
Bondowoso
15 Gresik Kab. Gresik 1B 16 296 18 Km
16 Jombang Kab. Jombang | 1B 21 306 81 Km
17 | Kodya Kediri | Kota Kediri 1B 3 46 127 Km
18 Kraksaan Proll)f) t;il:g_go 1B 24 330 121 Km
" 19 | Kab. Madiun | Kab. Madiun 1B 15 206 171 Km
20 Magetan Kab. Magetan | 1B 16 225 205 Km
. Kab. dan Kota
21 Mojokerto Mojokerto 1B 20 322 52 Km
22 Nganjuk Kab. Nganjuk | 1B 20 277 123 Km
23 Ngawi Kab. Ngawi 1B 17 213 206 Km
24 Pacitan Kab. Pacitan 1B 12 167 277 Km
25 | Pamekasan Kab. 1B 13 186 113 Km
Pamekasan
Kota dan
26 Pasuruan sebagian Kab. | 1B 23 344 62 Km
Pasuruan
Kab.
27 Ponorogo 1B 21 332 201 Km
Ponorogo
28 | Probolinggo Pmso‘;lf;‘g& 1B 123 29 100 Km
29 Sampang Kab. Sampang { 1B 12 186 78 Km’
30 Sidoarjo Kab. Sidoarjo 1B 18 350 24 Km
. Kab.
31 Situbondo Situbondo 1B 17 135 204 Km
32 Sumenep Kab. Sumenep | 1B 29 332 267 Km
33 | Trenggalek Trefga;;lek 1B 14 157 188 Km
34 Madiun Kota Madiun II 3 27 171 Km
35 Bawean Sebaglan. Kab. II 2 30 65 Km
Gresik
Kab. Malang
36 | Kab. Malang dan Kota Baru I 36 389 100 Km
Sebagian
37 Kangean Kabupaten I 2 37 170 Km
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Sesuai dengan Pasal 51 Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, maka sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan
Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama Tingkat Banding. Disamping itu Pengadilan
Tinggi Agama juga bertugas, berwenang dan mengadili ditingkat pertama dan
terakhir Sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah
hukumnya.’

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
disebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata
kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh
Mahkamah Agung”. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, belum ada ketentuan dari Mahkamah Agung tentang tugas serta tanggung
jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat
Pengadilan Tinggi Agama yang baru sesuai dengan Undang-Undang tersebut di
atas, sehingga Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, masih
mengacu pada ketentuan peraturan yang lama.®

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 yang berbunyi: “Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, Hakim Anggota,

5 ,
Ibid h. 12
® Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2005 dan Program
Kerja Tahun 2006, h. 7
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Panitera, Sekretaris dan Jurusita” pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “Dalam
melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil
Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan
beberapa orang Juru Sita”, 26 ayat (2) yang berbunyi “Dalam melaksanakan
tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera,
beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa
orang Juru Sita”, dan pasal 44 yang berbunyi “Panitera Pengadilan merangkap
Sekretaris Pengadilan”. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya sebagaimana terlampir.

Deskripsi Putusan Tentang Penolakan Nafkah Madiyah

Kasus penolakan gugatan nafkah madiyah yang diangkat dalam
penelitian ini merupakan gugatan rekonpensi yang teradapat pada pokok
perkara cerai talak yang terdaftar dalam kepaniteraan Pengadilan Agama
Kangean dengan Nomor Perkara 418/Pdt.G/2008/PA.Kng yang kemudian
diajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor

Perkara 13/Pdt.G/2009/PTA.Sby.
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1. Putusan Pengadilan Agama Kangean No: 418/Pdt.G/2009/PA. Kng
1.1. Identitas Para Pihak
Perkara cerai talak ini diajukan oleh Pemohon (Nama Disamarkan),
berumur 25 tahun, agama Islam, bekerja sebagai Petani, dan bertempat
tinggal di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Sedangkan Termohon

(Nama Disamarkan), berumur 24 tahun, agama Islam, bekerja sebagai

Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep.

1.2. Posita atau Fakta Hukum

Surat permohonan cerai diajukan oleh Pemohon pada tanggal 14

Oktober 2008 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean

dengan Nomor: 0418/Pdt.G/2008/PA Kng. Pada pokoknya surat

permohonan tersebut mengemukakan beberapa hal sebagaimana berikut.

a. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal
15 Februari 2005. Pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai
pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten
Sumenep. Setelah menikah keduanya bertempat tinggal di rumah
kediaman bersama di rumah Termohon di Desa Jukong-Jukong
Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep selama 1 (satu) tahun. Selama
pernikahan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri
(ba‘da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang

bernama (Nama Disamarkan) berumur 1 tahun.
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b. Setahun terakhir antara keduanya terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga dikarenakan Termohon mempunyai kelainan jiwa dengan selalu
marah-marah pada Pemohon dan anaknya. Saat permohonan ini
diajukan, keduanya telah pisah ranjang kurang lebih 1 tahun. Selama
berpisah mereka tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana
layaknya suami isteri.

1.3.  Petitum atau Isi Tuntutan

Berdasarkan dalil yang telah disebutkan, Pemohon meminta agar

Pengadilan Agama Kangean:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon

b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar falag
terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Kangean.

¢. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.4. Pertimbangan Hukum

Dalam memutuskan perkara ini hakim menjadikan pertimbangan atas
beberapa hal dalam konpensi diantaranya :

a. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar
tidak terjadi perceraian, tetapi tidak berhasil.

b. Termohon tidak membantah permohonan cerai talak yang diajukan oleh

Pemohon, hanya saja Termohon membantah anggapan selalu marah-
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marah kepada Pemohon dan anaknya adalah karena pada waktu itu
Termohon merasa Pemohon sudah mulai tidak mencintainya lagi. Bukan
karena Termohon mempunyai kelainan jiwa.

. Berdasarkan fakta dalam persidangan, sikap Pemohon dan Termohon
sejak terjadinya sampai akhir persidangan, kedua belah pihak tidak
menunjukkan perubahan sikap untuk rukun, Hal tersebut juga didukung
kenyataan bahwa kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama
hampir 2 tahun sebagaimana pengakuan kedua belah pihak dan 2 orang
saksi yang diajukan oleh Pemohon.

. Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan mur‘ah kepada
Termohon sebesar Rp. 1.000.000,-,

Sedangkan pertimbangan dalam rekonpensi diantaranya :

. Termohon mengajukan gugatan balik kepada Pemohon. Untuk

selanjutnya kedua belah pihak disebut sebagai Penggugat dan Tergugat.

Gugatan tersebut berupa :

1. Harta bersama yang harus dibagi dua antara Pemohon dan Termohon,
berupa: 1 buah sepeda motor Honda Revo dan 1 buah sepada motor
Suzuki Smash.

2. Nafkah madiyah yang harus diserahkan Pemohon kepada Termohon,

selama ditinggalkan oleh Pemohon Rp. 20.000/hari x 30 x 20
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bulan=Rp.12.000.000,- dan nafkah anak Rp. 10.000/hari x 30 x 20 =
Rp. 6.000.000,- jumlah total Rp. 18.000.000.

a. Gugatan rekonpensi tentang harta bersama berupa 1 buah sepeda motor
Honda Revo dan 1 buah sepeda motor Suzuki Smash telah dibantah oleh
Tergugat. Karena sepeda motor Honda Revo adalah motor pinjaman dan
sepeda motor Suzuki Smash telah terjual untuk modal berdagang ikan,
dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Atas jawaban tersebut
Penggugat tidak membantahnya. Dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat bahwa harta tersebut bukanlah harta bersama yang harus
dibagi dua karena Penggugat tidak dapat membuktikannya.

b. Selama Tergugat berpisah dengan Penggugat, Tergugat bekerja di
Malaysia sebagai TKI ilfegal yang penghasilannya hanya cukup untuk
membayar hutang dan biaya hidup sehari-hari. Dan beberapa Kkali
Tergugat masih mengirimkan uang melalui orang tuanya berjumlah
sekitar Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- saja sengaimana jawaban
Tergugat. Oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil
gugatannya, maka gugatan rekonpensi Penggugat berupa nafkah selama
ditinggalkan Tergugat yang berjumlah Rp. 18.000.000,- Majelis Hakim
tidak dapat mempertimbangkannya.

c. Tergugat hanya menghadirkan secorang saksi, oleh karena satu saksi

bukan saksi (Unus Testis Nullus Testis), maka keterangan saksi tersebut
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tidak dapat dijadikan pertimbangan. Dengan demikian gugatan
Penggugat haruslah ditolak.
L.5. Diktum atau Amar Putusan
Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan kenyataan
dalam persidangan dan alat bukti serta saksi yang diajukan oleh Pemohon
dan Termohon Majelis Hakim memutuskan :
a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
b. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kangean.
¢. Menghukum Pemohon untuk membayar uang mut ‘ah kepada Termohon
sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
d. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat seluruhnya.
¢. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
294.000,-,
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.13/Pdt.G/2009/Pta.Sby
2.1. Identitas Para Pihak
Termohon asli, berumur 24 tahun, agama Islam, bekerja sebagai
Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep
yang disebut sebgai Pembanding. Pemohon asli, berumur 25 tahun, agama
Islam, bekerja sebagai Petani, dan bertempat tinggal di Kecamatan Arjasa

Kabupaten Sumenep disebut sebagai Terbanding.
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2.2. Duduk Perkara

Mengutip segala uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan

Pengadilan Agama Kangean No: 418/Pdt.G/2008/PA.Kng, yang amarnya

berbunyi :

a. Mengabulkan permohonan Pemohon.

b. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kangean.

c.  Menghukum Pemohon untuk membayar uang mur ‘ah kepada Termohon
sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

d. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat seluruhnya.

e. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

294.000,-.

23. Pertimbangan Hukum

a.

Alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon / Terbanding tersebut
pada dasarnya diakui dan dibenarkan oleh Termohon / Pembanding dan
telah dikuatkan oleh keterangan saksi dari masing-masing pihak.
Terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak adalah
bahwa Termohon / Pembanding telah mengakui dan membenarkan
bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun, dan
tidak ada komunikasi antara keduanya. Sesuai dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997,



55

yang menyatakan : “Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan
tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga
tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil
alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan
hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab a/-Mar’ah bain al-

Figh wal Qanim yang menyatakan :
vo",’ #$oy - 3 T | Afn'z r0 0r, L erh - o0r s 0 . 00 oo
SO kgl ol WL S0 W) praslls G p Ll (3 5 Y

- -
o 0 & esr s0r - o

&’Q-Jj‘&)gidhug%)i“ g%‘wdfa{;‘;ﬁ‘;ﬁd};%{;

Artinya : “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam
mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari
masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil
namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan
berumah tangga antara suami-isteri ini”

Berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka
pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama, yang mengabulkan
permohonan Pemohon / Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak
terhadap Termohon / Pembanding adalah sudah tepat dan benar,

karenanya putusan hakim tingkat pertama tersebut patut dipertahankan

dan dikuatkan.
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b. Sekalipun Termohon / Pembanding tidak menuntut nafkah ‘iddah,
maskan dan kiswah serta mut‘ah akan tetapi karena Termohon /
Pembanding tidak terbukti nusyiz, maka berdasarkan Y urisprudensi
Mahkamah Agung RI. Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus
1998, hakim secara ex officio dapat membebankan kepada bekas suami
membayar nafkah ‘ddah, maskan dan kiswah serta mut‘ah kepada
Pemohon / Terbanding. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama dengan
melihat kepatutan dan kemampuan Terbanding sebagai Tani,
mewajibkannya agar membayar kepada Termohon / Pembanding nafkah,
maskan dan kiswah selama dalam ‘iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu
juta lima ratus ribu rupiah) dan diwajibkan pula untuk membayar
mut ‘ah.

Berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena fa/ag, maka bekas
suami wajib memberikan mur ‘ah yang layak kepada bekas isterinya baik
berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah

SWT. dalam Al-Qur’an Surat A/- Bagarah ayat 241 :

rE 4 ]

° -, -} ° L .
(wz\);b;bsg;u;g,pgtm I HIBA

Artinya : ‘Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaknya diberikan
oleh suaminya) mut ‘ah menurut yang ma‘ruf. sebagai suatu kewajiban
bagi orang-orang yang bertakwa”
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Dikarenakan mut ‘ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada
bekas isterinya yang dicerai talak dengan maksud agar bekas isterinya
itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam. Hal ini sejalan dengan
pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al-Figh Al-Islamy Wa
Adillatuhu Juz VIT halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat

Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan:

"/
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Artinya : “Pemberian mut‘ah itu, agar isteri terhibur hatinya, dapat
mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain
kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali
sebagai suami-isteri seperti semula”

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama
tidak sependapat dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh hakim
tingkat pertama yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka yang
patut dan layak kepada Pemohon / Terbanding diwajibkan untuk
membayar mut’ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 278
K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 dan berdasarkan Pasal 41 huruf (b)

Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi
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Hukum Islam, maka Pemohon / Terbanding mempunyai kewajiban
untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang
berumur 2 tahun, yang sekarang tinggal bersama ibunya sampai anak
tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai anak itu
menikah. Dengan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam
Kitab az-Zawaj halaman 346 menjadi pendapat Pengadilan Tinggi
Agama dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan : “Swami (ayah)
adalah mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-
anaknya”.

Mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, berdasarkan
kepatutan dan kelayakan serta kemampuan sebagai petani sesuai dengan
Pasal 156 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan
Tinggi Agama menetapkan. Pemohon / Terbanding diharuskan
membayar melalui Termohon / Pembanding untuk membayar biaya
pemeliharaan dan pendidikan anak (umur 2 tahun), setiap bulannya
minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak
tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) atau telah
menikah,

. Mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding tentang harta
bersama, berupa satu unit sepeda motor Honda Revo dan satu unit

sepeda motor Suzuki Smash, Pengadilan Tinggi Agama sependapat
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dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya
halaman 7 yang telah menolak gugatan Penggugat Rekonpensi /
Pembanding tersebut, dan diambil alih menjadi pendapat Pengadilan
Tinggi Agama dalam putusan ini.

Sedagkan tuntutan Penggugat Rekonpensi | Pembanding mengenai
nafkah yang lalu (madjyah) selama 20 (dua puluh) bulan sejumlah Rp.
12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan memberatkan bagi Tergugat
Rekonpensi | Terbanding, sebab kenyataannya kedua belah pihak sudah
hidup berpisah selama satu tahun lebih. Sesuai dengan pendapat pakar
hukum Islam dalam kitab : Fighus Sunnah yang diambil alih menjadi

pendapat Pengadilan Tinggi Agama, menyatakan :

z

P o da 5 02 B L G s 005

Artinya ; “Gugatan nafkah lampau yang waktunya sudah lebih dari satu
tahun tidak dapat diterima”

Oleh sebab itu permintaan Penggugat Rekonpensi / Pembanding
mengenai nafkah madiyah tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat
diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Pembanding
menuntut agar Tergugat Rekonpensi / Terbanding membayar nafkah

madiyah anak selama 20 (dua puluh) bulan yaitu sebesar Rp. 10.000,- /
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hari x 30 x 20 bulan = Rp. 6.000.000,- (eﬁam juta rupiah), Pengadilan
Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Tuntutan mengenai nafkah anak madiyah anak selama 20 (dua
puluh) bulan, adalah bukan /it tamffk akan tetapi /i/ intifa* artinya
kewajiban orang tua / ayah untuk membayar nafkah anak madiyah (yang
lampau) adalah untuk memenuhi kebutuhan anak, sedangkan kebutuhan
nafkah yang lampau itu telah terpenuhi, maka gugurlah kewajiban
memberi nafkah madiyah anak itu.

Sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab A/ Figh
Al Islamy Wa Adillatuhu Juz VII halaman 829, yang dalam hal ini
diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam

pertimbangan putusan perkara ini, sebagai berikut :

s 0S8, 22
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Artinya : “Menurut Fuqaha’, nafkah anak menjadi gugur dengan telsh
lampaunya masa, karena bukan pemilikan / lit tamlik dan bukan
merupakan utang”

Oleh karenanya nafkah anak yang telah lampau tidak dapat
digugat, sehingga gugatan dimaksud harus ditolak, sesuai pula dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 24 K/AG/2003 tanggal 8

Januari 2004.



61

Sedangkan Pertimbangan hakim dalam menolak nafkah madiyah pada
putusan ini adalah sebagai berikut :
1. Memberatkan Suami
Tuntutan nafkah madjyah sejumlah Rp. 12.000.000,- akan
memberatkan bagi Tergugat Rekonpensi / Terbanding. Kemampuan suami
dalam penolakan gugatan nafkah madiyah ini sangat diperhatikan. Menurut
Anshoruddin’, mengingat kemampuan suami yang hanya sebagai petani
yang berpenghasilan sangat minim dan ketika suami bekerja di Malaysia
masih sempat mengirimkan uang walaupun hanya beberapa kali dan
jumlahnya sangat sedikit.®
2. Keadaan Rumah Tangga
Selain pertimbangan kemaslahatan bagi suami karena akan
memberatkannya, Hakim juga mempertimbangkan keadaan rumah tangga
yang pada kenyataannya mereka telah berpisah rumah selama lebih dari satu
tahun dan tidak terjadi komunikasi sama sekali.
3. Dasar Hukum
Dalil yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama dalam putusan ini
adalah pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fighus Sumnah Jilid 1I yang

menyatakan :

7 Anshoruddin adalah Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memutuskan
perkara Nomor: 13/Pdt.G/2009/PTA.Sby

# Anshoruddin, Wawancara, Surabaya, 6 April 2010
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Artinya : “Gugatan nafkah lampau yang waktunya sudah lebih dari satu
tahun tidak dapat diterima”.

Dalil yang diambil oleh Pengadilan Tinggi agama ini sebenarnya
diambil dari Undang-undang Mesir yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam
kitabnya Figh Sunnah. Ketika pernyataan ini dikutip, masih berupa
rancangan Undang-undang, dan kini telah menjadi Undang-undang yang
telah disahkan yaitu Undang-undang Nomor 100 Tahun 1985.

Menurut Anshoruddin Undang-undang Mesir ini merupakan ijtihad
sama seperti halnya Kompilasi Hukum Islam yang juga merupakan jjtihad
pemerintah Indonesia dalam memformulasikan hukum Islam. Karena dalam
Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang nafkah madiyah jadi tidak
salah jika mengambil jjtihad Negara lain yang mana jjtihad tersebut sudah
ditetapkan dan disahkan sebagai peraturan yang baku.’

2.4. Diktum atau Amar Putusan

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kangean dengan
memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :
Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

® Ibid.



63

2. Memberi ijin kepadg Pemohon Asli untuk menjatuhkan talak kepada

Termohon Asli di depan sidang Pengadilan Agama Kangean.

3. Menghukum Pemohon Asli untuk membayar kepada Termohon Asli
sebagai berikut :

a. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa ‘ddah sebesar Rp.
1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

b. Mut ‘ah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

c. Biaya hadanah (pendidikan dan pemeliharaan) anak Pemohon dan
Termohon setiap bula Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai
dengan anak tersebut dewasa umur 21 tahun atau telah menikah.

Dalam Rekonpensi : Menolak dan tidak dapat diterima gugatan

Penggugat Rekonpensi  scluruhnya. Dan dalam Konpensi dan

Rekonpensi : Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus Sembilan

puluh empat ribu rupiah)



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI AGAMA SURABAYA NO.13/Pdt .G/2009/PT A.Sby
MENGENAI PENOLAKAN GUGATAN NAFKAH MADIYAH

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Mengenai
Penolakan Gugatan Nafkah Madiyah Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus
memperhatikkan alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuét
ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber
hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pada masalah yang dianalisis ini, keputusan Hakim Pengadilan tingkat
pertama menolak gugatan rekonpensi nafkah madiyah dikarenakan penggugat
hanya mengajukan satu saksi. Oleh karena satu saksi bukan saksi (Unus Testis
Nullus Testis), maka Hakim tingkat pertama menolak gugatan tersebut, berbeda
dengan Hakim Pengadilan Tinggi yang mempunyai pertimbangan tersendiri.
Pertimbangan tersebut diantaranya:

1. Memberatkan Suami
Tuntutan nafkah madiyah sejumlah Rp. 12.000.000,- selama 2 tahun
akan memberatkan Terbanding / Tergugat. Pernyataan “memberatkan

Tergugat” dipertimbangkan dari kenyataan bahwa suami bekerja di

64
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Malaysia hanya menghasilkan uang yang cukup untuk membayar hutang
dan kehidupan sehari-hari di sana. Dan ketika berada di Malaysia suami
masih sempat mengirimkan uang beberapa kali walaupun jumlahnya sangat
minim, Ketika itu suami sedang mengalami kesulitan ekonomi.

Pada bab II telah disebutkan bahwa kadar nafkah itu pada dasarnya
adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makan,
pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Pemenuhan kebutuhan itu juga
harus disesuaikan dengan kemampuan suami. Ketika itu suami hanya dapat
memberikan uang sangat minim sekali sesuai dengan penghasilannya,
Dalam hal ini suami tidak dapat dibebani hal yang melebihi kemampuannya

sesuai dengan firman Allah surat a/-Baqgarah ayat 286 :

Gy i A LIS Y

Artinya : “Allah tidak membebani sescorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya.”

Pertimbangan ini kiranya sudah sesuai bahwa suatu keputusan
haruslah adil dan memperhatikan kedua belah pihak. Dalam hal ini Hakim
memperhatikan kemampuan suami, yang mana ketika itu suami sudah
berusaha mencari nafkah. Akan tetapi hasilnya sangat minim dan bisa
dikatakan tidak mencukupi kebutuhan istri. Pada surat at-Talaqg ayat 7 juga

disebutkan : “hendakalah orang yang mampu memberi nafkah menurut
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kemampuannya”. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa suami hendaknya
memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Pada kasus ini dapat difahami bahwa istri menuntut lebih dari apa
yang dimiliki suami. Seandainya Hakim tidak memperhatikan kemampuan
suami, dan mengabulkan gugatan ini, artinya putusan ini bisa
mengakibatkan membebani suami diatas kemampuannya dan bisa saja
terjadi dalam memenuhi tanggung jawab ini suami mencari nafkah di jalan
yang tidak direstui oleh Allah SWT. Karena telah nyata keterbatasan
kemampuan suami tersebut.

Jika dilihat dari sisi lain, nafkah yang merupakan hak istri atas
konsekuensi terjadinya akad yang sah kemudian tidak diberikan, maka hal
tersebut bisa saja disebut sebagai kekerasan ekonomi dalam keluarga.
Dalam masalah ini ketika istri tidak dinafkahi dan ditinggal bekerja oleh
suami, si istri juga menanggung beban nafkah anaknya. Kemudian istri
menggugat dan tidak dikabulkan hanya karena alasan ketidak mampuan dan
akan memberatkan suami. Bila diperhatikan lagi pertimbangan ini hanya
memihak kepada suami. Padahal ketika itu istri juga memikul beban yang
berat juga dengan menanggung nafkah bagi dirinya sendiri dan anaknya, dan
telah nyata bahwa kewajiban nafkah tersebut adalah beban suami.

Hendaknya dalam mengambil keputusan hakim memperhatikan

kemaslahatan kedua belah pihak agar putusan yang diambil lebih tepat dan



67

dirasa adil bagi para pihak yang berperkara. Dalam kasus ini, kalaupun
sejumlah nafkah yang dituntut dirasa memberatkan suami mengingat
penghasilan suami yang sangat minim, bisa saja jumlah tersebut dikurangi
disesuaikan kondisi agar tidak menjadikan remeh tanggungan tersebut.

Walaupun suami dibebankan mur‘ah dan dinaikkan jumlahnya dari
jumlah semula yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, hal tersebut dirasa
belum sebanding dengan beban yang ditanggung istri ketika tidak
mendapatkan nafkah untuk sekian lama. Sedangkan mur‘ah itu sendiri
bertujuan untuk menghibur hati istri atas talak yang dijatuhkan suami.

. Keadaan Rumah Tangga

Selain pertimbangan kemaslahatan bagi suami karena akan
memberatkannya, Hakim juga mempertimbangkan keadaan rumah tangga
yang pada kenyataannya mereka telah berpisah rumah selama lebih dari satu
tahun dan tidak terjadi komunikasi sama sekali.

Pada pertimbangan ini Hakim lebih obyektif dengan melihat bahwa
kenyataannya kedua belah Pihak telah pisah rumah. Dalam ketentuan syarat
wajib menafkahi istri disebutkan bahwa suami wajib memberi nafkah
kepada istrinya apabila sudah adanya tamkin istri. Dalam hal ini istri tidak
tamkin dengan adanya kenyataan bahwa mereka telah pisah rumah sehigga
keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Sehingga

suami juga tidak bisa dituntut dengan kewajiban memberi nafkah.
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3. Dasar Hukum
Dalil yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama dalam putusan ini
adalah pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fighus Sunnah yang

menyatakan:

-
z
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Artinya : “Gugatan nafkah lampau yang waktunya sudah lebil dari satu
tahun tidak dapat diterima”

Alasan mengambil dalil ini adalah karena dalam Kompilasi Hukum
Islam tidak mengatur tentang nafkah madiyah sehingga mengambil jjtihad
Negara lain yang mana jijtihad tersebut sudah ditetapkan dan disahkan
sebagai peraturan yang baku. Dan sebenarnya nafkah madiyah merupakan
istilah yang sering digunakan di lingkungan Pengadilan Agama tetapi tidak
ada teorinya dalam perundang-undangan yang menyebutkannya dan terjadi
dalam praktek. Di sisi lain  Ulama’ mazhab berbeda pendapat apakah nafkah
yang belum dibayarkan menjadi hutang atau tidak. Perbedaan pendapat ini
terjadi antara mereka pada masalah waktu penentuannya sebagai hutang dan
kekuatan hutang itu sendiri.

Jika diteliti lebih lanjut, dalil yang diambil oleh Pengadilan Tinggi
agama ini sebenarnya diambil dari Undang-undang Mesir yang dikutip oleh
Sayyid Sabiq dalam kitabnya Figh Sunnah. Ketika pernyataan ini dikutip,

masih berupa draf Undang-undang, dan kini telah menjadi Undang-undang
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yang telah disahkan yaitu Undang-undang Nomor 100 Tahun 1985 yang
merupakan pembaruan terhadap ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor
25 tahun 1920 tentang nafkah dan perceraian. Undang-undang tersebut

berbunyi :

° G Ao .
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Artinya : Gugatan natkah tidak dapat diterima sesudah lebih dari satu tahun
dari waktu pengajuan gugatan.

Jika dicermati dan diteliti lebih jauh, pada undang-undang ini batas
penolakan nafkah madiyah yang melebihi setahun dihitung sampai hari
gugatannya ke Pengadilan tidaklah jelas apa hikmahnya dan tidak ada pula
dalil yang mendasarinya. Hanya saja dalam kitab Figh as-Sunnah disebutkan
bahwa hal yang mendasari lahirnya ketentuan ini adalah karena banyaknya
istri yang mengajukan gugatan nafkah lampau dalam tempo yang sangat
lama. Sehingga hal ini sangat memberatkan pihak suami. Dengan demikian
lahirlah gagasan untuk meringankan beban suami. Sehingga lahirlah
Undang-undang ini.

Pernyataan Hakim yang diperoleh dari wawancara menyebutkan
bahwa Undang-undang Mesir ini merupakan jjtihad sama seperti halnya
Kompilasi Hukum Islam yang juga merupakan Jj¢ihad pemerintah Indonesia

dalam memformulasikan hukum Islam. Pernyataan Hakim ini menurut
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Penulis bisa dibenarkan. Akan tetapi Penulis kurang setuju bila undang-
undang ini dijadikan sebagai dalil menolak gugatan nafkah madiyah. Penulis
berpendapat bahwa menjadikan Undang-undang Negara lain sebagai dalil
dalam mengambil keputusan agaknya kurang sesuai dengan kaidah yang

berbunyi :

3

AR 0 9805 5005 w8 K o i
Artinya : Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman,
tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan.!

Undang-Undang Negara lain, seperti Mesir misalnya semestinya
tidaklah sesuai jika diterapkan di Indonesia dengan melihat bahwa antara
Mesir dan Indonesia mempunyai kultur yang berbeda. Walaupun dalam
masalah yang sama bisa saja hukum yang diterapkan berbeda dengan
melihat tempat, waktu, keadaan dan adat kebiasaan. Apalagi jika dilihat dari
hal yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang Mesir ini tentunya tidak
sesuai bila diterapakan di Indonesia dengan melihat kenyataan yang terjadi
di Indonesia.

Benar memang, jika mengatakan Undang-Undang Mesir ini bagian
dari jjtihad, tetapi jjtihad kenegaraan yang tidak dijamin kesesuaiannya jika
diterapkan di Negara lain. Kecuali bila nantinya pemerintah Indonesia

mengadopsinya dan mengesahkannya menjadi Undang-Undang maka baru

' Tbuu Qayyim Al-JTawziyah, J/am al-Muwiqi‘in ‘an Rabb al-*Alamin Juz ITL h. 11
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bisa diterapkan. Karena proses perancangan Undang-undang sudah pasti
memperhatikan kultur dan adat masyarakat Indonesia.

Proses pembaharuan Undang-undang Keluarga Mesir dilakukan secara
bertahap. Dimulai pada tahun 1920 lahir UU No. 25 tahun 1920 dan UU No.
20 tahun 1929, yang kemudian kedua UU ini diperbaharui dengan lahirnya
UU yang dikenal dengan Hukum Jihan Sadat yaitu UU No. 44 tahun 1979.
UU ini kemudian diperbaharui lagi dalam bentuk Personal Law No. 100
tahun 1985.%

Dibandingkan Indonesia, Mesir memang lebih awal melakukan
pembaruan Perundang-Undangan Perkawinan. Mesir juga lebih sering dalam
melakukan pembaruan ini. Namun demikian bukan berarti perundang-
undangan Mesir lebih lengkap dan menjamin keadilan semua pihak. Selain
itu juga tidak dijamin kesesuainnya jika diterapkan di Negara lain walaupun
antara Indonesia dan Mesir terdapat beberapa kesamaan dalam hukum
keluarga.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Mengenai Penolakan Gugatan Nafkah Madiyah Putusan Nomor:
13/Pdt.G/2009/PT A.Sby

Pengadilan Tinggi Agama merupakan peradilan tingkat banding dimana

apabila ada salah satu pihak yang berperkara tidak merasa puas dengan

? Affandi,”Hukum Islam di Negara Mesir” dalam
http://aafandia.wordpress.com2009/05/20

-mesir/ (1 Mei 2010)



72

keputusan peradilan tingkat pertama dapat mengajukan banding pada
Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mempelajari kembali perkara.

Karena Termohon merasa tidak puas dengan keputusan Majelis Hakim,
ﬁlaka Termohon mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
Permohonan banding oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut
ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan
dapat diterima.

Pernyataan “diterima” itu berarti gugatannya diterima dan telah
memenuhi syarat formil dan materil pengajuan gugatan, untuk selanjutnya
dilaksanakan pemeriksaan perkara. Akan tetapi pada bagian pertimbangan dan
amar putusan, disebutkan bahwa gugatan nafkah madiyah dinyatakan tidak
diterima. Hal ini adalah kesalahan yang sangat nyata.

Kalaupun gugatan nafkah madiyah ini tidak diterima harusnya tidak
dinyatakan dalam bagian pertimbangan, tetapi pada bagian awal adminstrasi
pengajuan banding schingga selanjutnya tidak perlu dilakukan pemeriksaan
perkara. Akan tetapi pengajuan gugatan nafkah madiyah ini secara formil dan
materil memang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi
sudah benar jika gugatan nafkah madiyah ini diterima. Sedangkan kesalahan

yang terjadi adalah pernyataan “tidak diterima” pada pertimbangan dan amar
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putusan. Seharusnya dinyatakan ditolak karena telah melalui pemeriksaan
perkara.

Selanjutnya dalam perkara ini sebenarnya Pembanding hanyalah menuntut
hak nafkah lampau dan harta bersama. Akan tetapi sekalipun pembanding tidak
menuntut nafkah ‘%ddah, maskan dan kiswah serta mut‘sh dan Pembanding
tidak terbukti musyuz, secara ex officio hakim dapat membebankan suatu
kewajiban kepada bekas suami.

Hak ex officio ini sebenarnya bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR
yang menyatakan “Seorang Hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas
perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih daripada yang digugat.”

Hakim memang tidak diperbolehkan menolak perkara dengan dalih bahwa
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadili. Hakim wajib mengadili seluruh petitum yang diajukan dan tidak
boleh mengadili lebih dari yang diminta, kecuali undang-undang menentukan
lain. Dalam perkara perceraian Hakim dapat memutus lebih dari yang diminta
karena jabatannya berdasarkan pasal 41 huruf ¢ Undang-undang Perkawinan
Nomor 1974 dan pasal 59 ayat 1 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7
Tahun 1989.

Dalam istilah hukum dikenal asas hukum “Lex spesialis derogate lex
generalis’, yakni hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum,

Hukum yang khusus atau Jex spesialis dalam putusan ini adalah semua
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pertimbangan dan dasar hakim dalam menentukan kewajiban mut ‘ak’, nafkah
selama masa %ddah, dan biya pemeliharaan anak® seperti yang tercantum dalam
putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dan pasal 178 ayat (3) HIR
merupakan ketentuan umumnya atau /ex generalis.

Berdasarkan ketentuan pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
yang merupakan Jex spesialis, maka hakim karena jabatannya, tanpa harus ada
permintaan dari pihak istri dapat menghukum kewajiban membayar biaya
penghidupan akibat terjadinya perceraian atau menentukan suatu kewajiban
terhadap pihak bekas istri. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya perceraian
yang adil dan ihsan, disamping demi terwujudnya peradilan yang sederhana,
cepat dan biaya ringan.

Dengan demikian sudah benar jika Hakim membebani suami kewajiban
nafkah %ddah, mut‘ah dan biaya pemeliharaan anak karena telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

} Pertama Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana
perkawinan putus karena falag, maka bekas suami wajib memberikan mur’ah yang layak kepada
bekas isterinya baik berupa uang atau benda. Kedua: Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat AJ-
Baqarah ayat 241 dan Surat A-Abzab ayat 49. Ketiga: Pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab A/
Figh Al-Islamy Wa Adillatubu Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan
Tinggi Agama dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan : ‘“Pemberian mut’sh itu, agar jsteri
terhibur hatinys, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talsk bain kubro,
bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami-isteri seperti semula”

* Pertama: Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* jo. Pasal 105 huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam.* Kedua: Pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Az-Zawaj. “Suami
(ayah) adalah mempunyai kewsjiban untuk memberi nafkah kepads anakanaknya”
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Mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding tentang harta
bersama, berupa satu unit sepeda motor Honda Revo dan satu unit sepeda motor
Suzuki Smash, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan
hukum hakim tingkat pertama yang telah menolak gugatan Penggugat
Rekonpensi /| Pembanding tersebut, dan diambil alih menjadi pendapat
Pengadilan Tinggi Agama dalam putusan ini. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi
Agama menguatkan putusan Putusan Pengadilan Agama tentang penolakan
gugatan harta bersama.

Selanjutnya Penggugat Rekonpensi/ Pembanding menuntut nafkah isteri /
madiyah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Pengadilan Tinggi
Agama memberikan pertimbangan sendiri seperti yang telah dijelaskan dalam
sub bab sebelumnya. Terhadap gugatan ini Pengadilan Tinggi Agama
menyatakan gugatan ini ditolak dan tidak dapat diterima.

Begitu pula dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi / Pembanding
mengenai nafkah madiyah anak selama sejumlah Rp. 6.000.000,- Pengadilan
Tinggi Agama juga menolaknya dengan pertimbangan bahwa nafkah anak
madiyah anak selama 20 (dua puluh) bulan, adalah bukan /it tamlik akan tetapi
lil intif3* artinya kewajiban orang tua / ayah untuk membayar nafkah anak
madiyah (yang lampau) adalah untuk memenuhi kebutuhan anak, sedangkan
kebutuhan nafkah yang lampau itu telah terpenuhi, maka gugurlah kewajiban

memberi nafkah madiyah anak itu.
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Dalil yang dijadikan Pengadilan Tinggi agama dalam menolak gugatan
nafkah madiyah anak adalah pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab A/ Figh

Al Islamy Wa Adillatubu Juz VIT :

«fl . © t .a: o, o - & s, ’:J.o s 0 T o:::.’, ':o rd
ylwlujﬁfwgbjlwai@pjtmmj

Artinya :  ‘“Menurut Fuqgaha’, natksh anak menjadi gugur dengan telah
lampa'z'mya masa, karena bukan pemilikan / littamlik dan bukan merupakan
utang

Oleh karenanya nafkah anak yaﬁg telah lampau tidak dapat digugat,
sehingga gugatan dimaksud harus ditolak, sesuai pula dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI. Nomor : 24 K/AG/2003 tanggal 8 Januari 2004.

Pada amar putusan dalam rekonpensi dinyatakan “menolak dan tidak
dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya”. Kata menolak hal
ini berarti putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap
pemeriksaan, dimana ternyata dalil-dalil gugatan tidak terbukti. Sedangkan kata
“tidak dapat diterima” ini berarti gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat
hukum, baik secara formil dan materiil.

Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima adalah gugatan nafkah
madiyah istri. Gugatan ini dinyatakn tidak dapat diterima sebelum menilai
pokok perkara (dalil gugatan), melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan

saja. Apabila syarat gugatan tidak terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugatan

tidak) tidak dapat diperiksa. Alasan Hakim tidak menerima gugatan nafkah
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madiyah istri adalah berdasarkan undang-undang Mesir seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya.

Melihat dalil yang diambil dari Undang-undang Negara lain yang
dijadikan dasar hukum tidak diterimanya gugatan nafkah madiyah maka
putusan ini pun agaknya juga kurang tepat. Seharusnya gugatan ini dinyatakan
“ditolak” bukan “tidak diterima”. Karena pada kenyataannya Hakim telah
memeriksa gugatan ini dan memberikan pertimbar;gan hukum tersendiri.
Padahal gugatan yang dinyatakan tidak diterima adalah salah satunya karena
syarat gugatan tidak tepenuhi. Sedangkan secara formil gugatan ini sudah
memenuhi syarat baik dari segi perundang-undangan ataupun hukum islam.

Berbeda dengan Pengadilan Agama Iéangean yang menolak gugatan
rekonpensi dcﬁgan alasan penggugat tidak dapat menunjukkan dalil-dalil
gugatannya. Selain itu penggugat hanya mengajukan satu saksi. Sedangkan
pada putusan tingkat banding Hakim tidak menjadikannya pertimbangan.
Padahal saksi merupakan salah satu alat bukti dimana si penggugat diharuskan
menunjukkan dalil gugatannya berdasarkan bukti tersebut. Seperti yang

disebutkan dalam hadis Nabi :

£o .

sty s ol ) SO 0 o L0y (o300 (5 32

Artinya : “Bukti itu atas yang menggugat, sedang sumpah atas yang tergugat”
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Satu saksi sebagaimana yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini
disebut dengan istilah “Unus Testis Nullus T: estis”’yang artinya satu saksi sama
dengan bukan kesaksian.’ Maksudnya kalau hanya mendasarkan alat bukti satu
orang saksi saja maka Hakim tidak dapat memutus karena belum bisa dijadikan
dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan.oleh sebab
itu harus diesmpurnakan dengan alat bukti lain, seperti sumpah atau lainnya.

Sejalan dengan prinsip kesaksian menurut Islam bahwa hukum asal saksi
adalah dua orang, bilamana kurang dari dua orang harus ditambah dengan alat
bukti lain sebagai penggantinya. Ketentuan ini seperti yang disebutkan dalam

firman Allah surat a/-Bagarah ayat (282):

.3 . ’,or.o:o _:‘fﬂr‘ L7 0(s . _/’zn’.,fo‘ - ° LS 0, A -
slagdl a0y e QI 55 ) GG ¢ oY p-ﬁ,‘-’-_j O (e 'J-’-W” 22l

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua
orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai”

Pada akhir putusan dinyatakan karena putusan ini merupakan putusan
banding maka berdasarkan dasar seluruh tambahan pertimbangan sebagaimana
terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kangean Nomor
418/Pdt.G/2008/PA.Kng. dapat dipertahankan namun amarnya harus diperbaiki.
Dengan demikian sifat putusan banding ini tidak membatalkan, tetapi

menguatkan dan memperbaiki dengan pertimbangan baru. Karena keputusan

akhir yang dihasilkan adalah sama.

5 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 170
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Dengan demikian putusan ini berarti menghendaki berlakunya hukum asal
yaitu tergugat terbebas dari tuntutan nafkah madiyah, pembagian harta
bersama, dan nafkah madiyah anak. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

AR
Artinya: “Yang terkuat (asal hukum), ialah lepasnya seseorang dari tanggung
Jjawab’.

Putusan ditolaknya gugatan nafkah madiyah ini bila dikaitkan dengan
pendapat fugaha’ berarti mengikuti pendapat Hanafi yang menyatakan bahwa
nafkah lampau tidak menjadi hutang tanpa adanya keputusan Hakim. Dalam hal
ini Hakim membebaskan nafkah lampau sehingga bisa difahami bahwa nafkah
yang belum dibayarkan tidak menjadi hutang. Seandainya nafkah lampau
dianggap menjadi hutang, maka scharusnya Hakim membebankannya. Karena

hutang akan gugur dengan cara dilunasi atau dibebaskan.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari rangkaian pembahasan di atas sebagai hasil penyusunan skripsi,
penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan nafkah
madiyah ini adalah akan memberatkan suami dan kedua belah pihak
sudah hidup berpisah seclama satu tahun lebih dan tidak terjadi
komunikasi antara keduanya. Dalilnya adalah “Gugatan nafkah lampau
yang waktunya sudah lebih dari satu tabun tidak dapat diterima” yang
diambil dari kitab Fighus Sunnah karangan Sayyid Sabbiq yang mengutip
draf Undang-Undang Mesir yang mana kini telah disahkan menjadi
Personal Law Nomor 100 Tahun 1985. Alasan Hakim Tinggi mengambil
dasar hukum ini karena dalam Perundang-undangan di Indonesia tidak
ada ketentuan yang mengatur secara pasti tentang nafkah madiyah dan
terjadi perbedaan pendapat di kalangan ‘u/ama’,

2. Putusan tidak diterimanya gugatan nafkah madiyah ini kurang tepat.
Seharusnya diterima karena syarat pengajuan gugatan ini secara formil
dan materil sudah sesuai baik menurut perundang-undangan ataupun

hukum Islam. Dan seharusnya gugatannya dinyatakan ditolak karena

80
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telah melalui pemeriksaan. Menurut analisis hukum Islam, ditolaknya
gugatan nafkah madiyah ini bila dikaitkan dengan pendapat fuqaha’
berarti mengikuti pendapat Hanafi yang menyatakan bahwa nafkah
madiyah tidak menjadi hutang tanpa adanya keputusan Hakim. Dalam hal
ini Hakim membebaskan nafkah madiyah schingga difahami bahwa
nafkah yang tidak dibayarkan dianggap tidak menjadi hutang,
B. Saran

1. Dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim hendaknya mengambil
dasar hukum dari undang-undang yang berlaku di Indonesia dan hukum
Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, maupun qawl fugaha’,
agar putusan yang dihasilkan merupakan suatu putusan yang adil dan
benar.

2. Bagi masyarakat hendaknya lebih memperhatikan tata cara berperkara
agar gugatan dapat dipertimbangkan sebaik mungkin dan didapatkan

keputusan yang benar dan adil.
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